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ABSTRAK

Nama/NIM : Khairul Fuad/170105094
Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Pandangan ‘Abd Al-Qadir ‘Audah tentang Pembentukan

Undang-Undang dalam Sistem Hukum Islam dan
Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan
Tanggal Munagasyah : 17 November 2023
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing | : Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag
Pembimbing 1l : Azmil Umur, M. A
Kata Kunci : Pembentukan, Undang-Undang, Sistem Hukum Islam.

Abd Al-Qadir ‘Audah merupakan seorang hakim yang concern dalam memberi
penjelasan dan pemikiran tentang pembentukan undang-undang yang ideal bagi
umat Islam. Di Indonesia, pembentukan undang-undang merujuk pada Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. Masalah yang diajukan pada penelitian ini ialah bagaimana
pembentukan undang-undang menurut ‘Abd Al-Qadir ‘Audah, serta bagaimana
relevansi pandangan ‘Abd Al-Qadir ‘Audah dengan Undang-Undang Nomor 12
tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan conceptual approach dengan jenis
penelitian hukum normatif (yuridis-normative). Hasil penelitian ini bahwa
proses pembentukan undang-undang atau ganun menurut ‘Abd Al-Qadir ‘Audah
dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah yang dilakukan lembaga legislatif
(salthah tasyri’iyyah). Metari pokok undang-undang merujuk pada Alguran dan
hadis. Pandangan ‘Abd Al-Qadir ‘Audah relevan dengan pembentukan undang-
undang yang diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Relevansi di antara
keduanya dapat dilihat dari proses pembentukan, hingga proses pengesahannya,
yaitu dilakukan melalui proses musyawarah di antara berbagai lembaga terkait.
Hanya saja, terdapat perbedaan mengenai materi hukum dimuat dalam undang-
undang. Menurut pendapat ‘Abd Al-Qadir ‘Audah, salthah tasyri’iyyah yang di
dalamnya berisi ahl al-syura tidak punya kewenangan mutlak dalam membentuk
materi hukum. Materi hukum di dalam undang-undang harus terikat dengan dan
dibatasi oleh ketentuan yang ada di dalam Alguran dan hadis sebagai syariat
pokok. Berbeda dengan ketentuan undang-undang yang diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana materi hukumnya sepenuhnya menjadi
wewenang mutlak dari pembentuk hukum. Materi undang-undang hanya terikat
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-

huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
! Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
o Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
z Ja J Je
z Ha H Ha (dengan titik di bawah)
: Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
5 Zal 7 Zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er
3 Za Z Zet
) Sa S Es
S Sya SY Es dan Ye
> Sa S Es (dengan titik di bawah)
> Dat D De (dengan titik di bawah)
b Ta T Te (dengan titik di bawah)
b Za zZ Zet (dengan titik di bawah)
[ ‘Ain ‘ Apostrof Terbalik
¢ Ga G Ge
S Fa F Ef
é Qa Q Qi
d Ka K Ka
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J La L El
¢ Ma M Em
o Na N En
3 Wa W We
2 Ha H Ha
B Hamzah ’ Apostrof
¢ Ya Y Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Hamzah (<) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika hamzah (<) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis

dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa
Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai
berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Fathah A A
) Kasrah I |
{ Dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
&l Fathah dan ya Ai Adan |
3 Fathah dan wau lu Adan U




Contoh:
Kaifa : &5
Haula J}i
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama

sl Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas

= Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas

£ Dammah dan wau U u dan garis di atas

Contoh:

Mata ool
Rama : &
Qila 8
o}/
Yamatu : &K

4. Ta Marbatah

Transliterasi untuk ta marbarah ada dua bentuk, yaitu: ta marbarah yang
hidup atau mendapat harkat fatzah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah
[t]. Sedangkan ta marbzrah yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat
sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf ta
marbiirah, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (al-), serta bacaan
kedua kata itu terpisah, maka ta marbiah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:

raudah al-affal o JEBY iy
al-madmah al-fadilah : &iedl &34l
al-hikmah ; 1.5
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5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau disebut dengan kata tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan satu tanda tasydid () dalam transliterasi ini dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah, misalnya

di dalam contoh berikut:

rabbana : &
najjaina : Lmﬁ
al-haqq G-
al-hajj ; &-4‘\
nu’'ima : (véj
‘aduwwun ?5\&

Jika huruf ¢ memiliki tasydid di akhir suatu kata, dan kemudian didahului
oleh huruf berharkat kasrah (=), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ().
Contoh:

‘Alr (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) L

-

‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) . F

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J
(alif lam ma ‘arifah). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa yaitu (al-), baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

al-syamsu (bukan asy-syamsu) 1 et
al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 5%
al-falsafah caa g
al-biladu : 35;%5\
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7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:
ta’'muriina . O¥3E
al-nau’ : 26l
syai’un DR
. s, %
umirtu ARG

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah,
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari al-Qur’an,
sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara
utuh. Contoh:

Fr zilal al-Qur’an : ol a) I &
Al-Sunnah gabl al-tadwin ; o) L8 ad)

Al-‘ibarat fi ‘umum al-1afz la bi khusus al-

: | 2 Y bl 3 ol Ll
sabab el gt (s @ n

9. Lafz al-Jalalah (4V))
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa

huruf hamzah. Contoh:

dmullah : & 23
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Adapun ta marbzrah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum f7 rapmatillgh : &) €& 22 3

22

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau
Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada
permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf
awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata
sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga
berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang
(al-), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Mukhammadun illa rasal

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazr bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazz unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tus

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Mungiz min al-Dalal

Xiii



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing

2. Daftar Riwayat Penulis

AR-RANIRY




DAFTAR ISI

Halaman
LEMBARAN JUDUL ..ottt [
PENGESAHAN PEMBIMBING. ........ccccoeiiiiiece e ii
PENGESAHAN SIDANG.......cccoiiiiiieieieie s i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....ccooiieeece, iv
ABSTRAK ... oottt sttt ettt be b e anes Y
KATA PENGANTAR ...ttt stisne s sae et snesneens Vi
PEDOMAN TRANSLITERASLI. ..o viii
DAFTAR LAMPIRAN ..ottt ettt e XV
DAFTAR IS ..ottt ettt ens XVi
BAB SATU PENDAHULUAN. ...t 1
A. Latar Belakang Masalah.............ccccccoooviieiviicicincn, 1
B. Rumusan Masalah...........ccccoooeiiniiinniicecce e 6
C. Tujuan Penelitian............c.coeveiee i 6
D. Penjelasan Istilah ... 6
E. Kajian Pustaka ...........cccocveveiiiiiiie e 10
F. Metode Penelitian .............ccooiveiiiniiiiniieie e 17
G. Sistematika Pembahasan.............cccccuvvvenienenenencnene 21
BAB DUA KONSEP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG .... 22
A. Pengertian Undang-Undang ...........cccoeeeveiveveciieieenns 22
B. Landasan Pembentukan Undang-Undang .................... 25
C. Kewenangan Pembentukan Undang-Undang............... 31

D. Pembentukan Undang-Undang Perspektif Hukum Islam 38
BAB TIGA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERSPEKTIF

‘ABD AL-QADIR ‘AUDAH ..........c..ccovvmimerneereerrennn, 43
A. Profil ‘Abd Al-Qadir ‘Audah .........cccceevvvieeiieiiee v, 43
B. Pembentukan Undang-Undang menurut ‘Abd Al-Qadir

SALICITIME . [ T, . s 48

C. Relevansi Pendapat ‘Abd Al-Qadir ‘Audah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di

INAONGSIAR. ..o R e e Ao e N T R W v R ... 57

BAB EMPAT PENUTUP .....ooviiiiiiiiciicciee e 63
AL KeSImpulan ... 63

ST Y- 1> 64

DAFTAR KEPUSTAKAAN. ...ttt 65
LAMPIRAN ...ttt sttt e st e st e e st e e s st e e s ebaeesenae e e 70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP. ..ot 71

XVi



BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri negara hukum (rechsstaat) adalah hukum dijadikan sebagai
basis utama penyelenggaraan negara (due process of law) dan supremasi hukum
(supremacy of law).* Supremasi hukum menjadi satu kunci terlaksananya konsep
negara hukum yang efektif. Salah satu formula hukum yang dikenal secara umum
adalah undang-undang. Undang-undang merupakan salah satu di antara beberapa
unsur penunjang penyelenggaraan kehidupan masyarakat dan bernegara. Undang-
undang dapat dijadikan sebagai pembatas, pengontrol atau pengawas tingkah laku
manusia yang berada dalam wilayah yurisdiksi di mana undang-undang tersebut
dibentuk.

Tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara dengan sistem pemerintahan
yang berbeda sekalipun membutuhkan undang-undang. Beragam bentuk negara
hukum baik negara hukum dalam makna nomokrasi Islam (berdasarkan Alquran
dan hadis), negara hukum Eropa Kontinental, negara hukum Anglo Saxon, negara
hukum sosialist legality, serta negara hukum Pancasila,? semuanya membutuhkan
undang-undang sebagai alat kontrol sosial (social control) dan kontrol kekuasaan
(power control). Sekiranya undang-undang tidak ada, negara hukum tidak dapat
dilaksanakan. Ini berlaku sebab undang-undang adalah domain utama pengaturan
masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan negara hukum. Sekali lagi, karena
undang-undang dalam pengertian umum adalah hukum itu sendiri, maka sifatnya
memiliki daya mengikat, berlaku bagi segenap masyarakat bahkan penyelenggara

negara.

Muhammad Tahir Azhary dkk., Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan
Hukum Islam, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2015), him. 48.

2Kelima bentuk negara hukum yang telah dikutip di atas dikemukakan oleh Azhary. Lihat,
Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari
Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Cet. 5, Edisi
Pertama, (Jakarta: Kencana, 2015), him. 83-84.



Perspektif tata hukum hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia
menampatkan undang-undang sebagai aturan hukum yang menempati nomor urut
ketiga dari peraturan hukum nasional. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan undang-undang dalam konteks negara hukum harus dilandasi
dengan dengan 5 (lima) alasan, yaitu adanya alasan yuridis, alasan sosiologis dan
filosofis, politis dan landasan administratif.® Maksud landasan yuridis bermakna
pembentukan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari adanya aturan lain yang
relevan dan biasanya sebagai penagas amanah konstitusi yang berada di atasnya.
Landasan sosiologis berarti kebutuhan atas undang-undang yang sedang dibentuk
hendak menyahuti permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat dan landasan
filosofis diarahkan kepada analisis terhadap tujuan dan alasan-alasan mendalam
mengapa undang-undang tersebut dikeluarkan.*

Perspektif hukum Islam terkait pembentukan undang-undang memang tidak
dibahas secara jauh oleh ulama klasik. Alasannya cukup sederhana bahwa hukum
Islam secara umum telah ditegaskan dalam Alquran dan hadis. Tinggal bagaimana
para ulama menarik kesimpulan dari hukum-hukum yang sudah ada dalam kedua
dalil tersebut. Pembahasan mengenai undang-undang atau disebut dengan ganun
justru belum ada sama sekali. Namun begitu, ulama kontemporer yang mengenal
dan bersentuhan dengan sistem hukum yang dibentuk negara bangsa justru sudah
banyak muncul. Salah satunya adalah ‘Abd Al-Qadir ‘Audah. la merupakan tokoh
ulama berkebangsaan Mesir yang cukup concern menganalisis problematika umat
Islam dan pergerakan kaum muslimin.

Menurut ‘Abd Al-Qadir ‘Audah, eksistensi undang-undang ataupun ganun

penting bagi kehidupan masyarakat. Melalui undang-undang, masyarakat mampu

3Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), him. 117.

4Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: Sinar Gra
fika, 2017), him. 269-270.



untuk diatur, kezaliman dapat dicegah dan melalui undang-undang juga menjamin
terpenuhinya hak-hak individu dan hak-hak kelompok umum.® Sebagai pemikir
muslim, dia memahami bahwa perundang-undangan yang dibentuk harus mampu
menyerap nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat, misalnya tradisi atau
adat istiadat masyarakat. Selain itu, poin utama dan pokok di dalam pembentukan
undang-undang ialah harus sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip hukum Islam
(syariat).®

Pemahaman ‘Abd Al-Qadir ‘Audah terhadap pembentukan undang-undang
tampak khas dan belum dibahas secara jauh oleh pemikir-pemikir muslim modern
lainnya. Keterangan di atas menunjukkan bahwa ‘Audah mengakui adanya sistem
pembentukan undang-undang yang berlandaskan aspek sosiologis, folisofis, serta
landasan yuridis. Landasan sosiologis ini tampak pada saat ia melihat pentingnya
aturan hukum yang dibuat dengan tidak menganulir tradisi dan adat budaya yang
berkembang di tengah masyarakat. Landasan yuridis ini mengacu kepada Alquran
dan hadis, sementara alasan filosofis mengacu pada tujuan dibentuknya undang-
undang itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan dan juga mencapai kemaslahatan
umum.

‘Abd Al-Qadir ‘Audah juga mengkritik sistem pembuatan undang-undang
dalam negara-negara muslim yang menjiplak undang-undang Eropa, serta sedikit
sekali memuat ketentuan syariat. Padahal menurut ‘Audah semua peraturan yang
mengatur berbagai bentuk tingkah laku manusia sepenuhnya harus sesuai dengan
nash syarak, sedikit atau banyak tidak boleh menyimpangi kaidah-kaidah hukum
Islam.” la juga menegaskan bahwa di satu sisi Allah Swt telah menurunkan syariat
melalui Rasulullah Saw untuk umat Islam dan syariat tersebut wajib untuk diikuti.

Di sisi yang lain, umat Islam justru dilarang mengikuti serta mengambil hukum-

>¢Abd Al-Qadir ‘ Audah, Islam & Perundang-Undangan (Terj: Firdaus AN) (Jakarta: Bulan
Bintang, 1954), him. 32.

®Ibid., him. 24.

"*Abd Al-Qadir ‘Audah, Islam di Antara Kebodohan Umat dan Kelemahan Ulama, Cet. 5,
(Terj: Mu’ammal Hamidy), (Jakarta: Media Dakwah, 1997), him. 29.



hukum atau undang-undang buatan manusia.® Pada tahap ini, dimengerti bahwa
‘Audah cenderung melihat asas hukum dalam pembentukan undang-undang ialah
kaidah syariat Islam yang tidak boleh bertentangan dengan dua sumber pokok di
dalam Islam, yaitu Alquran dan hadis.

Pendapat ‘Audah di atas pada satu sisi memiliki relevansi di dalam konteks
pembentukan undang-undang di Indonesia. Pertama dapat dilihat dari landasan di
dalam pembentukannya harus memuat landasan yang kuat baik secara sosiologis,
yuridis, maupun filosofis. Persamaan lainnya adalah ketika ia menjelaskan makna
pentingnya penghargaan atas nilai-nilai tradisi yang hidup di tengah masyarakat
sebagali salah satu materi hukum yang harus dipertimbangkan, tetapi harus selaras
dengan kaidah-kaidah dan prinsip hukum Islam yang secara umum ditetapkan di
dalam Alqguran dan hadis.

Pendapat ‘Audah di atas tampak khas jika dibandingkan dengan ulama yang
lain, seperti Yasuf Al-Qaradawi.’ Meskipun Al-Qaradawi termasuk ulama yang
relatif concern terhadap pentingnya penegakan hukum Islam, tetapi tidak muncul
adanya gagasan tentang pembentukan undang-undang yang ia tulis dalam literatur
hukumnya. Begitu juga pandangan Alt Muhammad Al-Sallabi, ia juga termasuk
concern dalam melihat pentingnya hukum Islam diterapkan di negara muslim.°
Di sisi lain, ia justru tidak menggagas bagaimana pembentukan undang-undang
yang memuat materi hukum sebagaimana yang diajukan oleh Abdul Qadir Audah
sebelumnya.

Pandangan lainnya dari ulama kontemporer terkait pembentukan hukum di
dalam Islam juga dipahami pandangan Muhammad Al-Zuhaili (saudara kandung

Wahbah Al-Zuhaili). Menurutnya, ketentuan hukum Islam dapat dibentuk dalam

8<Abd Al-Qadir ‘Audah, Islam wa Audd 'una Al-Siyasiyah, (Beirut: Mu’assasah Al-Risalah,
1997), him. 52.

Syisuf Al-Qaradawi, Al-Madkhal li Dirasah Al-Syari’ah Al-Islamiyyah, (Terj: Ade Nurdin
dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), him. 213.

1OA1T Muhammad Al-Sallabi, Figh Al-Nasr wa Al-Tamkin, (Terj: Samson Rahman), Cet. 2,
Edisi Revisi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), him. 635.



perundang-undangan (al-gawanin) dengan cara pentahapan (tadarruj). Upaya di
dalam membentuk hukum tersebut bersifat universal dan menyeluruh bagi semua
isu hukum, baik muamalah maupun jinayat.** Meskipun ada pembahasan tentang
pentingnya penerapan hukum Islam konteks hukum negara hukum medern, balum
disinggung begitu jauh bagaimana mekanisme pembentukan hukum sebagaimana
dikemukakan oleh ‘Audah.

Apabila dibandingkan dengan tokoh ulama-ulama lain yang memiliki aliran
liberal, pandangan ‘Audah di atas justru menjadi antitesa dari keinginan kalangan
liberal dalam memisahkan agama dan negara sehingga perundang-undangan yang
dibuat dalam suatu negara tidak mesti mengikuti ketentuan Algquran dan hadis. Di
sini dapat diambil contoh seperti pemikiran Abdullahi Ahmed Al-Na’im, seorang
cendekiawan Islam dari Sudan. Menurutnya, agama dan negara harus dipisahkan.
Terkait pembentukan kebijakan dan undang-undang, Al-Na’im menyebutkan dua
syarat saja, yaitu: Pertama, logika dan tujuan sebuah kebijakan ataupun undang-
undang harus berdasar kepada sebuah penalaran yang bisa diterima melalui debat
publik tanpa harus berisiko dituduh murtad atau membangkang. Kedua, penalaran
tersebut harus diperdebatkan secara umum dan terbuka dari pada mengikuti suatu
kepercayaan (agama).'?

Berdasarkan ulasan di atas, pemikiran ‘Audah cenderung berbeda di dalam
melihat pentingnya konstruksi hukum Islam untuk dimuat dan diinternalisasikan
ke dalam bentuk undang-undang. Oleh sebab itu pendapat ‘Abd Al-Qadir ‘Audah
tersebut menarik untuk didalami lebih dalam dengan judul Pandangan ¢Abd Al-
Qadir ‘Audah tentang Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Hukum
Islam dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

"UMuhammad Al-Zuhaili, Tadarruj fi Al-Tasyri’ wa Al-Tagbig fi Al-Syart’ah Al-Islamiyah,
(Kuwait: Idarah Al-Buhus wa Al-Dirasat, 2000), hlm. 109.

12Abdullahi Ahmed AI-Na’im, Islam, dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan
Syariah, (Terj: Sri Murniati), (Bandung: Mizan, 2007), him. 266-267.



B. Rumusan Masalah
Mengacu kepada uraian latar belakang sebelumnya, terdapat dua masalah
penting yang hendak dikaji lebih jauh dengan rumusan masalah yaitu:
1. Bagaimana pembentukan undang-undang menurut ‘Abd Al-Qadir ‘Audah?
2. Bagaimana relevansi pandangan ‘Abd Al-Qadir ‘Audah dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan yang secara keseluruhan
mengacu kepada temuan-temuan dari pertanyaan penelitian sebelumnya. Karena
itu, tujuan penelitian hendak mengetahui minimal dua poin penting, yaitu sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui pembentukan undang-undang menurut ‘Abd Al-Qadir
‘Audah.
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Abdul Qadir Audah dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan di Indonesia.

D. Penjelasan Istilah
Sub bahasan ini memuat beberapa penjelasan atas istilah-istilah penting di
dalam penelitian. Ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam membaca dan
memahami isi dan materi penelitian. Istilah-istilah yang dimaksud yaitu:
1. Pandangan
Istilah pandangan berarti pendapat yang disertai dengan uraian analisis
yang sistematis, logis dan berdasar. Kata pandangan juga bermakna pendapat

mengenai pengetahuan yang sudah diperoleh,*® atau pendapat yang dihasilkan

13Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), him. 770.



dari analisis terhadap sesuatu.** Pandangan juga disebut dengan istilah opinion
atau opini.*® Pandangan yang dimaksudkan di sini adalah yang terkait dengan
hukum atau pendapat hukum. Di dalam penelitian ini, maksud dari pandangan
bukan hanya diarahkan pada pendapat, tetapi juga terkait dengan penjelasan,
alasan-alasan yang dikemukakan, dasar hukum, dan hal lain yang mempertegas
terbangunnya konstruksi berfikih yang diijelaskan oleh Abd Al-Qadir ‘Audah
tentang pembentukan undang-undang dalam sistem hukum Islam.
2. Pembentukan Undang-Undang

Kata pembentukan berasal dari kata bentuk, artinya wujud yang tampak,
acuan atau susunan.® Kata bentuk kemudian mempunyai derivasi atau turunan
kata seperti membentuk dan pembentukan. Pembentukan ialah proses, cara di
dalam perbuatan membentuk.'” Jadi, kata pembentukan berarti proses atau cara
dalam mewujudkan sesuatu dalam bentuk nyata, dan pada posisi ini diarahkan
pada upaya, proses, dan cara mewujudkan nilai hukum dalam undang-undang.
Adapun kata undang-undang secara sederhana berarti statute, tiap hukum yang
dibentuk secara langsung atau melalui proses legislasi.'® Dalam makna lainnya
dan bersifat tegas khususnya yang berlaku di Indonesia dapat dilihat di dalam
ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyangkut
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Undang-Undang adalah
Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dengan persetujuan bersama Presiden.

Pemaknaan undang-undang perlu juga dikemukakan di dalam perspektif

hukum Islam, hal ini mengingat ada relasi antara undang-undang yang dibahas

14W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa dan
Budaya, 1954), him. 305.

5Hassan Shadily & John M. Echols, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1992), him. 298.

6Diakses melalui: https://kbbi.lektur.id/bentuk#, tanggal 10 September 2022.
1"Tim Redaksi, Kamus Bahasa..., him. 38.

18Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Pres, 2006), him. 13 &
27.



dalam penelitian. Istilah undang-undang dalam perspektif fikih sering disebut
dengan gawanin atau ganiin. Undang-undang juga disebut dengan dustiir, akan
tetapi kata dustir ini lebih diarahkan kepada makna konstitusi atau aturan yang
bersifat fundamental (asasi) dalam suatu negara.'® Adapun istilah gawanin atau
qanin berarti peraturan perundang-undangan. Kata gawanin dan ganiin secara
bahasa juga bermakna asal, pokok, pangkal, ukuran, peraturan undang-undang,
atau hukum.? Qanun juga berarti alat pengukur atau kaidah.?! Dalam makna
yang lebih luas, ganun adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
lembaga yang berwenang di dalam satu negara yang tidak bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan agama.?? Jadi, makna undang-undang di dalam perspektif
hukum Islam disebut dengan gawanin atau ganiin.
3. Sistem Hukum Islam

Istilah sistem hukum Islam tersusun dari tiga kata. Sistem bermakna satu
kesatuan atau suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau
variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling bernatung satu lain, dan
terpadu untuk mencapai suatu tujuan.? Kata hukum berarti tata aturan (order)
sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia.?* Dalam
pandangan Kelsen, hukum atau law adalah an order of human behaviour, atau
tatanan perilaku manusia.?® Jadi, hukum adalah aturan yang berkenaan dengan

tingkah laku manusia.

Muhammad Al-Zuhaili, Tadarruj fi AI-Tasyri’..., him. 118.

20A.W. Munawwir dan Muh. Fairuz, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif,
2007), him. 1165.

ZLAbdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), him. 34:
Lihat juga, Abdul Manan, Mahkamah Syar iyah Aceh, (Jakarta: Kencana, 2017), him. 313.

22Huzaemah Tahido Yanggo, dkk. Membendung Liberalisme, (Jakarta: Republika, 2006),
him. 63.

Z3Maria Ulfa Batoebara, Teknologi Informasi dan Teknologi, (Medan: Undhar Press, 2022),
him. 102.

24Jimly Asshiddigie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: MK-
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006), 13.

ZHans Kelsen, General Theory of Law & State, (Traslated: Anders Wedberg), (Canbridge:
Harvard University Press, 1949), him. 3.



Biasanya, antara kata sistem dan hukum digabung dalam satu frasa yang
tersendiri dan memiliki makna dan maksud tertentu. Sistem hukum menurut
Friedman: alegal system is a mosaic of rules, processes, institutions,
behaviors and roles (sistem hukum adalah susunan hukum, proses, institusi,
perilaku dan peran). la juga menjalaskan sistem hukum terdiri dari struktur dan
substansi. Substansi di sini berupa norma, aturan dan pola perilaku orang-
orang yang ada dalam sistem.?® Sistem hukum ialah satu kesatuan yang terdiri
dari unsur-unsur yang punya interaksi satu sama lain, dan bekerja sama untuk
mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan di sini diterapkan terhadap
kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan
pengertian hukum.?” Dengan demikian, sistem hukum adalah satu kesatuan
struktur yang membentuk suatu ketentuan hukum.

Adapun kata ketiga adalah Islam. Kata Islam menurut Mahmud Syaltit
adalah nama bagi suatu agama, yaitu agama Allah SWT yang diwasiatkan bagi
pengamalan ajarannya, pokok-pokoknya, serta syariat-syaratnya kepada Nabi
Muhammad SAW yang dibawakan dan diajarkan kepada manusia secara kafah
(total) dan menyerukannya kepada agama Islam.?® Al-Maudiidi menyatakan di
dalam makna bahasa dipahami sebagai keselamatan (al-istislam), ketaatan (al-
tha’ah), dan patuh atau menuruti (al-ingiyad).?® Ini selaras dengan penjelasan
Al-Attas, pada saat ia menjelasmakna submission yang berarti aslama, artinya
ketundukan kepada Tuhan (Allah SWT) yang berarti ketaatan terhadap hukum-

hukumnya.*®® Secara terminologis, Islam adalah manhaj hidup yang benar dan

26 awrence M. Friedman and Grant M. Hayden, American Law: In Introduction, Edition
3, (New York: Oxford University Press, 2017), him. 5 dan 45.

2’Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia, Ed. Kesatu, Cet 1, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2019), him. 2.

BMahmid Syaltiit, Al-Islam: ‘Agidah wa Syari’ah, (Kairo: Dar Al-Syurug, 2001), him. 7.
PAbi Al-A’la Al-Maudidi, Al-Din AI-Qayyim, (Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1984),
him. 8-10

30Syed Muhammad Naquib Al-Attan, Islam and Secularicm, (Kuala Lumpur: International
Institute of Islamic Thought and Civilization, 1993), him. 62.



10

hanya ada satu-satunya diakui, diridai di sisi Allah untutk semua jenis manusia,
dan mengikuti jalan yang telah ditetapkan Allah SWT kepada para Nabi dan
Rasulnya.®! Mengacu kepada pemaknaan di atas, maka yang dimaksud dengan
sistem hukum Islam adalah satu kesatuan yang saling mengikat yang memiliki
kaitan dengan ketentuan hukum yang ada dalam ajaran Islam.
4. Sistem Hukum Indonesia

Istilah sistem hukum telah dijelaskan di awal. Adapun yang dimaksud di
dalam kontek sistem hukum Indonesia sama dengan tata hukum di Indonesia,
yaitu tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia.? Sistem
hukum di Indonesia terdiri dari sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum
Barat (civil law).® Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang ada di
Indonesia dan diberlakukan di Indonesia. Sistem hukum tersebut ada tiga yaitu
sistem hukum Eropa Kontinental (civil law), hukum Islam, dan hukum adat.34

adalah sistem hukum atau satu kesatuan yang memuat struktur dan
konstruksi hukum yang berlaku di Indonesia, baik pihak pembentuk hukum,
substansi hukum, dan eleman lainnya yang berhubungan dengan hukum di

Indonesia.

E. Kajian Pustaka
1. Jurnal yang ditulis oleh Jaenudin, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dimuat dalam Jurnal: “ ‘Adliya Vol.
11, No. 1, Juni 2017”, Judul: “Pandangan Ulama Tentang Tagnin Ahkam.®

$1Abi Al-A’la Al-Maudiidi, Al-Din A-Qayyim..., him. 8-10.

%2E. Fernando M. Manullang, Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 2.

3Achmad Irwan Ramzani, Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, Edisi Revis,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), him. 6.

%4Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2019), him. 44.

%Jaenudin, “Pandangan Ulama Tentang Tagnin Ahkam”, Mahasiswa Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dimuat dalam Jurnal: “ ‘Adliya Vol. 11, No. 1,
Juni 20177,
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Hukum Islam sejak awal pembentukannya mengalami perkembangan yang
terus dinamis seiring dengan perkembangan ilmu di bidang ilmu
perundang-undangan modern. Pada awalnya hukum Islam dilembagakan
melalui hasil ijtihad fugaha yang disusun dalam kitab-kitab figh maupun
para hakim pengadilan melalui putusannya. Perkembangan hukum modern
dengan adanya hukum negara yang terkodifikasi menuntut adanya
perubahan bentuk hukum Islam yang terlembagakan melalui institusi resmi
kenagaraan yang mengikat dan formal. Dalam sejarah, Khilafah Usmani,
melalui Sultan Sulaiman telah mulai menyusun bentuk figh secara resmi
yang disebut ganun, sehinggan karena itu pula Sultan Sulaiman dari Usmani
dikenal sebagai Sulaiman al-Qanuni (1520-1560 M). Keberadaan Qanun
Figh dipandang sebagai sebagai suatu kebutuhan dan ada pula yang
memandang bahwa keberadaan Qanun Figh dapat membatasi gerak ijtihad
yang merupakan bentuk fleksibilitas hukum Islam.

2. Jurnal yang ditulis oleh Ujang Ruhyat Syamsoni, Dosen tetap STAI YASNI
Muara Bungo, dimuat dalam Jurnal: “Nur El-Islam, Volume 2 Nomor 2
Oktober 2015, dengan Judul: “Tagnin Al-Ahkam (Legislasi Hukum Islam
Ke Dalam Hukum Nasional)”.%¢ Dalam ajaran Islam hukum yang layak
dijadikan pedoman adalah hukum yang bersumber dari al Qur’an dan
Sunnah Rasul. Keduanya merupakan sumber petunjuk utama bagi umat
Islam. Penerapan hukum-hukum dalam al Qur’an dan Sunnah Nabi SAW
telah dijalankan oleh para sahabat, tabi’in dan para ulama yang datang
kemudian. Dalam menghadapi dan menjawab masalah-masalah hukum
baru yang belum dijelaskan dalam al-Qur’an dan Sunnah maka para ulama
mencoba mencari dan menggali hukum syari’at untuk mendapatkan

jawabannya. Usaha tersebut dalam dunia Islam dikenal dengan istinbath al-

%6Ujang Ruhyat Syamsoni, “Tagnin Al-Ahkam (Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum
Nasional) 7, Dosen tetap STAI YASNI Muara Bungo, dimuat dalam Jurnal: “Nur El-Islam,
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015”.
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ahkam dan outputnya dinamakan Figh. Karya para ulama dalam bidang figh
memiliki keragaman pendapat dan telah berpengaruh terhadap pengamalan
hukum praktis yang ada dalam masyarakat. Dalam komunitas masyarakat
bernegara adanya keragaman pemahaman figh tentunya menimbulkan
sedikit kekhawatiran adanya ketidakpastian hukum. Demi menjaga
persatuan dan kesatuan umat Islam dalam sebuah Negara maka diperlukan
sebuah usaha untuk menyatukan berbagai pendapat hukum yang berbeda
menjadi suatu hukum nasional berupa undang-undang (ganun) yang
memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Salah satu upaya tersebut adalah
dengan cara Tagnin al-Ahkam atau pengundang-undangan hukum Islam ke
dalam sistem perundang-undangan nasional.

3. Jurnal yang ditulis oleh Masruhan, Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN
Sunan Ampel Surabaya, dalam Jurnal: “ISLAMICA, Vol. 6, No. 1,
September 2011”, dengan Judul: “Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia
Era Reformasi”.3” positivisasi hukum Islam di Indonesia pada era
Reformasi dapatlah dikemukakan bahwa perkembangan positivisasi hukum
Islam di Indonesia pada era reformasi berkembang pesat yang ditandai
dengan banyaknya hukum Islam menjadi hukum positif baik dalam bentuk
legislasi maupun non legislasi. Prospek positivisasi hukum Islam di
Indonesia di era reformasi cerah karena karakter hukum era reformasi
bersifat demokratis dan responsif, sistem hukum Barat sudah tidak
berkembang, jumlah penduduk mayoritas beragama Islam, ada political will
dari pemerintah, dan hukum Islam menjadi salah satu sumber bahan baku
dalam pembentukan hukum nasional disamping hukum adat dan Barat.

4. Jurnal yang ditulis oleh Masruhan, Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN
Sunan Ampel Surabaya, dalam Jurnal: “AL-HUKAMA The Indonesian

$"Masruhan, “Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia Era Reformasi”, Mahasiswa
Fakultas Syari’ah TAIN Sunan Ampel Surabaya, dalam Jurnal: “ISLAMICA, Vol. 6, No. 1,
September 2011”.
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Journal of Islamic Family Law, Volume 01, Nomor 02, Desember 2011”,
Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga
Masa Orde Baru”.® Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Pada Masa
Penjajahan Hingga Masa Orde Baru” ini membahas perkembangan
positivisasi hukum Islam di Indonesia dan menganalisis kesesuaiannya
dengan pembangunan hukum nasional di Indonesia pada masa penjajahan
Belanda dan Jepang hingga masa Orde Baru di bawah kepemimpinan
Presiden Soeharto. Setelah dilakukan kajian, penulis berkesimpulan bahwa
positivisasi hukum Islam di Indonesia pada masa-masa tersebut mengalami
pasang surut sesuai dengan kebijakan politik dan hukum yang diterapkan.
Pada masa penjajahan, hukum Islam diakui sebagai hukum positif dengan
diterapkannya teori receptio in complexu yang kemudian ditentang dengan
teori receptie. Pada masa Orde Lama, posisi hukum Islam suram. Kemudian
posisi hukum Islam mulai membaik pada masa Orde Baru melalui lahirnya
Undang-Undang tentang Perkawinan meskipun mengalami banyak
tantangan karena kondisi pluralitas bangsa Indonesia.

5. Jurnal yang ditulis oleh Moch. Cholid Wardi, Mahasiswa Institut Agama
Islam Negeri Madura, dalam Jurnal: “Nuansa, VVol. 15 No. 2 Juli-Januari
20187, dengan Judul: “Legislasi Hukum Islam (Telaah terhadap Konsep
Tagnin dalam Ranah Substantivistik dan Formalistik) .3° Tagnin atau lebih
familiar disebut legislasi merupakan sekumpulan peraturan yang memiliki
kekuatan mengikat. Dalam tataran praksisnya, konsep tagnin bergulir pada
aspek apakah mengarah pada aspek substansi atau formalisasi sehingga

muncul tarik ulur pendapat tentang tagnin atau legislasi dalam dunia Islam

38Masruhan, Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa
Orde Baru”, Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dalam Jurnal: “AL-
HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 01, Nomor 02, Desember
2011,

%Moch. Cholid Wardi, “Legislasi Hukum Islam (Telaah terhadap Konsep Tagnin dalam
Ranah Substantivistik dan Formalistik) ”, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura, dalam
Jurnal: “Nuansa, Vol. 15 No. 2 Juli-Januari 2018”.
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yang dalam konteks ini adalah syari“ah. Indonesia yang notabene sebuah
Negara yang berdasar pada Pancasila yang memiliki karakteristik berbeda
dengan Negara yang berpenduduk Islam bahkan Negara Islam lainnya,
kendatipun penduduknya mayoritas Islam, dasar yang digunakan oleh
Negara bukan Syari“ah Islam melainkan Pancasila. Oleh karenanya,
terdapat tarik ulur pendapat dari berbagai golongan tentang legislasi hukum
Islam antara golongan yang formalistik-normatif dengan golongan yang
cenderung pada arah substantivitik-kultural.

6. Jurnal yang ditulis oleh Fitriyani dan Abd Basir Laupe, Mahasiswa Institut
Agama Islam Negeri Ambon & Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kemenag RI, dalam Jurnal: “Jurnal Al-Ulum, Volume. 13 Nomor 2,
Desember 20137, dengan Judul: “Positivisasi Hukum Islam Dalam
Pembinaan Hukum Nasional Di Indonesia ”.4° Dalam konteks hukum Islam,
Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI merupakan sumber
persuasive. Hukum Islam baru menjadi sumber autoritatif (sumber hukum
yang telah mempunyai kekuatan hukum) dalam ketatanegaraan, ketika
Dekrit Presiden R.I 5 juli 1959 yang mengakui bahwa Piagam Jakarta
menjiwai UUD 1945. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang
dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia
adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat. Demikian pula sudah
merupakan bagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam
kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan
pengembangannya.

7. Jurnal yang ditulis oleh Amsori dan Jailani dengan judul: Legislasi Qanun
Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional. Dimuat dalam Jurnal: “Ar-

Raniry, International Journal of Islamic Studies”, Vol. 4, No. 2, Desember

“OFitriyani dan Abd Basir Laupe, “Jurnal Al-Ulum, Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013”,
dengan Judul: “Positivisasi Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional Di Indonesia”,
Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon & Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kemenag RI.
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2017.%* Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa legislasi hukum jinayat
No. 6 Tahun 2014 merujuk kepada peraturan-peraturan yang berlaku dan
harmonis dengan hirarki peraturan perundang-undangan dan tidak
bertentangan dengan keyakinan-keyakinan hukum dan keagamaan serta
memperhatikan kearifan lokal Aceh, selain itu legislasi Hukum Jinayat di
Aceh, menjadi role model dalam pembentukan peraturan daerah lainya yang
berdasarkan hukum Islam, misalnya melibatkan para ulama yang tergabung
dalam Majelis Permusyawa ratan Ulama (MPU), hal ini menjadikan proses
Tagnin akan lebih variatif dan usaha untuk menuangkan hukum menjadi
Qanun setidaknya mendekati kepada sempurna. Pelibatan ulama dalam
proses tagnin tidak terlepas dari adigium Aceh “adat bak poteumeuruhom
hukom bak syiahkuala” adigium ini membuktikan dalam sejarah Aceh
bahwa antara ulama dan umara tidak terlepas dari proses pembentukan
hukum. Umara bertindak sebagai pengatur dan pelaksana ganun sedangkan
ulama sebagai orang yang paham syariah dan fikih menjadi perumus ganun.
Secara metodologis, syariah, fikih, hukum positif dan hukum adat menjadi
dasar hukum dalam proses tagnin. Sumber hukum utama dalam penyusunan
substansi dan materi muatan hukum berpedoman pada AlQuran dan Hadits,
sedangkan fikih sebagai hasil dari ijtihad ulama atas kedua sumber tersebut
menjadi bahan baku dalam menyusun pasal-pasal Hukum Jinayat. Tagnin
Hukum Jinayat di Aceh sebagai proses positivisasi hukum Islam dalam
desain baru pelakasanaan syariat Islam di era modern sebagai sistem hukum
dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum pernah terjadi
dalam sejarah pemberlakuan hukum di dunia. Produk Tagnin mempunyai
kekuatan hukum tetap dan kepastian hukum, karena tanpa positivisasi

hukum Islam hanya akan di anggap sebagai “hukum akhirat” yang

4LAmsori dan Jailani, Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional.
Dimuat dalam Jurnal: “Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies”, Vol. 4, No. 2,
Desember 2017.
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sanksinya hanya teraplikasi di akhirat. Legislasi Hukum Jinayat Aceh, tidak
serta merta muncul begitu saja, akan tetapi melalui proses dan landasan
yang digunakan untuk membentuknya, salah satu landasannya adalah
landasan filosofis. Nilai - nilai filosofis yang digunakan adalah nilai-nilai
keagamaan, misalnya keadilan, keadilan yang dimaksud tentunya yang
sesuai dengan nilai keadilan dalam Islam. Peluang penerapan Qanun
didukung oleh struktur hukum yang telah memadai, kultur masyarakat Aceh
yang mulai menerima syari‘at sebagai budaya prilaku dan dasar yuridis yang
kuat. Namun tantangan penerapan Qanun lebih bersifat ekternal dari pihak
luar masyarakat Aceh yang dipengaruhi oleh pemikiran HAM perspektif
Barat.

8. Jurnal yang ditulis oleh Efrinaldi yang berjudul: Perda Syariah Dalam
Perspektif Politik Islam dan Religiusitas Umat di Indonesia, dimuat di
dalam jurnal: “Madania”, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014.%2 Untuk
meningkatkan aspek religiusitas umat, kehadiran perda yang bermuatan
syariah ini terasa makin signifikan. Implementasi perda syariah di beberapa
daerah di Indonesia turut memicu tumbuhnya kesadaran masyarakat Islam
akan pengamalan agamanya. Munculnya perda syariah ini berdampak pada
peningkatan religiusitas umat. Ditinjau dari isu yang melatarbelakanginya,
perda syariah memberi solusi di tengah masyarakat yang mengalami
distorsi nilai-nilai religius. Meskipun, bagi kalangan tertentu dari sebagian
elit politik di daerah, situasi ini ditarik menjadi komoditas politik yang
marketable. Pada aspek lain, legalisasi Islam di tengah ruang publik melalui
perda-perda syariah mengindikasikan Islam dapat tampil lebih ekspresif.
Dalam proses pembentukan perda syariah tersebut, harus selalu
memperhatikan perundang undangan dan penerapan asas-asas dalam syariat

Islam yang dapat diterapkan secara eklektis, dalam artian harus dipilah-

“42Efrinaldi yang berjudul: Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam dan Religiusitas
Umat di Indonesia, dimuat di dalam jurnal: “Madania”, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014.
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pilah nilainya sehingga tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945.
peraturan perundang-undangan lainnya. Karena Perda syariah mempunyai
kedudukan di dalam sistem hukum nasional, maka penerapannya jangan
sampai menyebabkan ketidakteraturan sistem hukum nasional, yang jauh
dari tujuan hukum sehingga berdampak bagi disintegrasi kesatuan negara
RI. Akseptabilitas aturan perundang-undangan negara terhadap keberadaan
hukum syariah memerlukan format atau bentuk hukum tertentu yang
disepakati bersama, dimana Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk
melaksanakan aturan hukum di atasnya, dan menampung kondisi khusus
dari daerah yang bersangkutan. Mengacu pada prinsip lex superiore derogat
lex infiriore, maka secara hirarkis peraturan perundang - undangan yang
tingkatannya di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang

tingkatannya lebih tinggi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode atau
prosedur kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menganalisis permasalahan sesuai
konsep-konsep dan teori yang digunakan, tanpa menggunakan data statistik yang
umumnya berlaku dalam metode kuantitatif. Penelitian adalah sebuah proses yang
dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan
menemukan satu kebenaran atau hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan.

1. Pendekatan Penelitian
Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, seperti pendekatan
kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan
lainnya. Sehubungan dengan itu maka penelitian ini menggunakan pendekatan
konseptual (conceptual approach), menurut Marzuki sebagai suatu pendekatan
yang beranjak pada pandangan-pandangan ataupun doktrin yang sesuai dengan
isu-isu hukum (legal issue) yang sedang diteliti, sehingga pandangan ataupun
doktrin-doktrin hukum tersebut bida dijadikan bahan dasar untuk menganalisis



18

isu-isu hukum yang dengan diteliti.** Isu hukum yang dibahas dalam kajian ini
ialah isu hukum terkait pendapat ‘Abd Al-Qadir ‘Audah tentang pembentukan
undang-undang dalam sistem hukum Islam relevansinya dengan di Indonesia.
2. Jenis Penelitian

Secara umum basis penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu
penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dan penelitian hukum sosiologis
atau empiris (yuridis-empiris).** Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya ialah
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan
penelitian hukum doctrinal, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji bahan-
bahan kepustakaan yang berupa pandangan ahli hukum, peraturan perundang-
undangan, putusan hakim serta data kepustakaan yang lainnya yang mengulas
pembahasan tentang objek penelitian, khususnya menyangkut pendapat ‘Abd
Al-Qadir ‘Audah terkait pembentukan undang-undang di dalam sistem hukum
Islam relevansinya dengan sistem hukum di Indonesia.
3. Sumber Data

Secara umum sumber data di dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi
dua bentuk, yaitu sumber data primer yang digali dari lapangan, kedua sumber
data sekunder yang digali dari bahan kepustakaan.*® Mengingat data penelitian
ini sepenuhnya bersumber dari bahan pustaka, maka sumber data yang dipakai
adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari sumber-sumber tertulis baik di
dalam bentuk pendapat hukum, perundang-undangan, naskah putusan hakim,
buku, kitab, kamus hukum, dan bahan kepustakaan lainnya.
4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif seperti yang berlaku pada kajian ini diungkap
dari data kepustakaan yang terbagi ke dalam tiga bahan hukum, yakni bahan

43peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 13, (Jakarta: Kencana, 2017), him. 133.

4Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 149.

“1bid.
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hukum primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung, dan bahan
hukum tersier atau pelengkap. Artinya, dalam mengumpulkan data-data dalam
penelitian ini dilakukan dengan teknik menentukan tiga kategori bahan hukum
dengan batasan-batasan seperti berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang memberikan penjelasan
secara langsung menyangkut objek penelitian. Kaitan dengan ini ada dua
kategori bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer dari pandangan
‘Abd Al-Qadir ‘Audah tentang pembentukan undang-undang dan hukum
di Indonesia.

1) Bahan hukum primer dari pendapat ‘Abd Al-Qadir ‘Audah diperoleh
melalui:
a) Buku: Islam dan Perundang-Undangan
b) Islam di Antara Kebodohan Umat dan Kelemahan Ulama
C) Islam wa Auda 'una Al-Siyasiyah
2) Bahan hukum primer dari sistem hukum Indonesia adalah:
a) Undang-Undang Dasar 1945
b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data
yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder
ini terdiri dari kitab-kitab atau buku-buku hukum, di antaranya:

1) Yusuf Al-Qaradawi, Al-Madkhal li Dirasah Al-Syari’ah Al-Islamiyah
2) Ali Muhammad Al-Sallabi, Figh Al-Nasr wa Al-Tamkin

3) Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum

4) Jimly Asshiddigie, M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum
5) Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang

6) Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia

7) Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia
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c¢. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap seperti kamus

bahasa, kamus hukum, ensiklopedi hukum, jurnal, artikel, dan lainnya.
5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan
objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai
dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan
maupun komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data
penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta
apa adanya dari pandangan yang dikemukakan oleh ‘Abd Al-Qadir ‘Audah.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data
yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak
berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu,
maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian
yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum
primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun
tidak menghilangkan aspek validitas data.
6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan
konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian
yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau
data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam
penelitian hukum normatif, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu
yang bersifat prescriptive-analysis, karena penelitian ini tidak termasuk kajian
empirik yang sifat analisisnya deskriptif. Analisis preskriptif berhubungan erat
dengan konsep ideal satu hukum atau sesuatu yang seyogyanya, sementara itu
deskriptif justru apa yang terjadi diupayakan untuk dijelaskan kembali sesuai

fakta di lapangan.*® Di dalam konteks ini, analisis preskriptif bermaksud untuk

46peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum..., him. 41.



21

menganalisis pendapat hukum Abd Al-Qadir ‘Audah sekaligus sistem hukum
dan pembentukan hukum yang ada di Indonesia.
7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilaksanakan dengan berpedoman kepada penulisan
yang diterbitukan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun atas empat bab, masing-masing dikemukakan uraian
sub bahasan yang sesuai dan relevan. Masing-masing penjelasan bab penelitian
ini dapat dikemukakan berikut:

Bab satu pendahuluan, mengemukakan penjelasan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode
penelitian, pendekatan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,
validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang landasan teoritis menyangkut pembentukan undang-
undang. Bab ini berisi penjelasan pembentukan undang-undang perspektif hukum
positif, pengertian undang-undang, landasan dasar pembentukan undang-undang,
kewenangan pembentukan undang-undang, pembentukan undang-undang dalam
perspektif hukum Islam, terminologi undang-undang dalam hukum Islam, serta
pembentukan undang-undang dan kaitannya dengan tagnin al-hukm, legislasi dan
penerapan hukum Islam melalui undang-undang.

Bab tiga analisis mengenai pembentukan undang-undang perpsketif ‘Abd
Al-Qadir ‘Audah, terdiri dari profil Abd Al-Qadir ‘Audah, materi mekanisme
pembentukan undang-undang dalam sistem hukum Islam menurut ‘Abd Al-Qadir
‘Audah, relevansi pendapat Abd Al-Qadir ‘Audah dengan pembentukan No 12
tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Bab empat penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB DUA
KONSEP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

A. Pengertian Undang-Undang

Istilah undang-undang merupakan nama lain dari hukum atau ketentuan di
dalam suatu negara. Jimly Asshiddigie menyebutkan, istilah undang-undang juga
disebut dengan statute atau disebut juga dengan istilah enactment.! Secara bahasa
dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata undang-undang setidaknya mempunyai tiga
arti, yaitu: Pertama, ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah,
(menteri, badan eksekutif, dan lainnya) yang disahkan oleh parlemen atau Dewan
Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya, ditandatangani oleh kepala
negara (presiden, kepala pemerintah, raja), mempunyai kekuatan yang mengikat.
Kedua, aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa. Ketiga, undang-
undang sebagai hukum dalam makna patokan yang bersifat alamiah atau sesuai
dengan sifat-sifat alam.?

Undang-undang termasuk dalam kategori hukum yang dibuat oleh institusi
kenegaraan.® Istintusi kenegaraan di sini direpresentasikan oleh lembaga legislatif
atau DPR bersama-sama dengan eksekutif atau presiden.* Di dalam catatan | Gede
Yusa dan kawan-kawan dinyatakan bahwa istilah undang-undang punya dua arti,
yaitu dalam arti material dan arti formil, yaitu:

1. Dalam arti material, yang dimaksud dengan undang-undang adalah semua
peraturan (dengan tidak memperhatikan bentuknya) yang secara mecanism
konteks hukum memiliki kekuatan yang mengikat pemberlakuannya pada

masyarakat.

Limly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang, Cet. 2, (Jakarta: Konstitusi Pres, 2006), him.
16-17.

2Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), him. 704.

3Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran
Hukum, Media dan HAM, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), him. 4.

4Titik Triwulan Tutik, Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara, Cet. 3, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group 2016), him. 36-37.
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2. Dalam definisi formal, undang-undang ialah menunjuk kepada satu bentuk
peraturan tertentu yang dibuat oleh pembentuk undang-undang seperti yang
telah dijelaskan di dalam sistem Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dibuat
oleh Presiden dengan persetujuan DPR.®
Pembagian tersebut juga dikemukakan oleh Muhammad Bakri, akan tetapi
rumusannya berbeda. Undang-undang dalam pengertian materil adalah penetapan
kaidah hukum yang tegas sehingga hukum itu menurut sifatnya menjadi atauran
mengikat. Adapun undang-undang dalam pengertian formil ialah setiap keputusan
yang merupakan undang-undang sebab cara terjadinya. Undang-undang dibentuk
presiden bersama dengan DPR menurut cara yang sudah ditentukan adalah suatu
makna undang-undang dalam arti formil.®

Menurut pengertian istilah, maka dapat dikemukakan lima definisi undang-
undang, baik menurut para ahli maupun berdasarkan rumusan yang dikemukakan
dalam peraturan perundang-undangan:

1. Menurut Mansur Kartayasa,” undang-undang dalam pengertian yang paling
sempit ialah legislative act (bukan executive act) ataupun akta hukum yang
dibentuk oleh lembaga legislatif dengan persetujuan bersama dengan suatu
lembaga lain yaitu eksekutif. Adapun membedakan sehingga naskah hukum
tertulis tersebut disebut legislative act, bukan executive act adalah karena di
dalam proses pembentukan legislative act itu, peranan lembaga legislatif ini
sangat menentukan keabsahan materil peraturan yang dimaksud.®

2. Menurut Maria Farida Indrati, undang-undang dalam makna formal adalah

norma hukum yang selalu dibentuk oleh suatu lembaga legislatif. Undang-

51 Gede Yusa dkk, Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945, (Malang: Setara
Press, 2016), him. 37-38.

®Muhammad Bakri, Pengantar Hukum Indonesia, Cet. 2, (Malang: UB Press, 2013), him.
41.

"Mansur Kartayasa, Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi
dan Hak Asasi Manusia, Cet. 1, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017),
him. 123.

8Ibid.
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undang di dalam pengertian teknis ketatanegaraan Indonesia adalah produk
hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan
bersama presiden dan disahkan oleh presiden.®

3. Menurut Bagir Manan, sebagaimana dikutip Muhammad Sadi Is, undang-
undang adalah aturan tingkah laku yang dibentuk oleh DPR, disahkan oleh
presiden.?

4. Menurut Jimly Asshiddigie, undang-undang adalah peraturan paling tinggi
di bawah Undang-Undang Dasar yang dibuat dan ditetapkan oleh parlemen
dengan persetujuan bersama dengan eksekutif.

5. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan maksud
undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.*2
Berdasarkan lima definisi di atas, dapat dipahami bahwa undang-undang di

dalam pengertian sempit adalah peraturan yang berada di bawah konstitusi suatu
negara atau di Indonesia berada di bawah Undang-Undang Dasar 1954. Ketentuan
undang-undang dibuat dan dibentuk oleh anggota DPR RI bersama-sama dengan
dan disahkan oleh presiden. Sementara dalam pengertian umum, undang-undang
tidak terbatas hanya pada undang-undang formal di bawah konstitusi, akan tetapi
undang-undang dipahami sebagai ketentuan hukum yang dibentuk lembaga yang
berwenang. Artinya bahwa tidak dibatasi menurut hierarki peraturan perundang-

undangan. Di Indonesia, undang-undang merupakan ketentuan hukum tersendiri

®Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Edisi
Revisi, (Depok: Kunisius, 2020), him. 55-56.

OMuhammad Sadi Is, dan Kun Bidianto, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2021), him. 30.

HJimly Asshiddige, Pengantar IImu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),
him. 33.

12K etentuan tersebut juga sama persis dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lihat di
dalam Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Cet. 2, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2017), him. 130.
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di bawah Undang-Undang Dasar sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa undnag-undang merupakan produk hukum
yang dibentuk oleh lembaga legislatif bersama-sama dengan lembaga eksekutif,

dalam hal ini adalah presiden dan disahkan pula oleh presiden.

B. Landasan Pembentukan Undang-Undang

Suatu undang-undang dibentuk dengan alasan dan landasan yang sistematis
dan logis. Paling tidak landasan pembentukan undang-undang ini didasarkan pada
beberapa aspek. Para ahli cenderung berbeda dalam menetapkan ada saja menjadi
landasan pembentukan suatu undang-undang. Maria Farida Indrati menyebutkan
minimak tiga landasan dalam pembentukan undang-undang, yaitu aspek landasan
sosiologis, landasan yuridis dan landasan filosofis.*® Teguh Prasetyo memberikan
tambahan bahwa penyusunan undang-undang melalui naskah akademik wajib di
dalamnya memuat ketiga landasan tersebut.'4

Berbeda dengan pendapat di atas, Jimly Asshiddigie justru mengungkapkan
5 (lima) landasan yang umum disebutkan dalam konsideran peraturan perundang-
undangan yang menjadi landasan dasar dalam pembentukan undang-undang yaitu
filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan landasan administratif.*> Meskipun begitu
para ahli umum hanya memuat tiga landasan pertama, yaitu landasan sosiologis,
filosofis, serta yuridis. Pada bagian ini, dapat dikemukakan landasan tersebut baik
tiga landasan terakhir disebutkan maupun dua landasan lainnnya yang disebutkan
oleh Jimly sebelumnya, yaitu landasan politis dan landasan administratif. Masing-

masing dapat dikemukakan berikut ini:®

13Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunan, Jilid
2, Edisi Revisi, (Depok: Kunisius, 2020), him. 314.

14Teguh Prasetyo, Sistem Hukum Pancasila: Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Cet. 2 (Yogyakarta: Hikam Media
Utama, 2019), him. 88.

1Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang..., him. 169-170.
81hid.
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1. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan landasan, pertimbangan ataupun alasan
yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi suatu
kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dasar sosiologis, sesungguhnya
menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah, serta kebutuhan
masyarakat dan negara.}’ Landasan sosiologis juga bermaksud untuk mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang
baik. Peraturan yang baik harus dapat dilaksanakan dengan:*®

a. Cara dan metode yang pasti

b. Baku dan standar

c. Mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan yang
dimaksud.

Landasan sosiologis adakalanya didasarkan pada ketidaksesuaian suatu
undang-undang dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Menurut | Gede Yusa,
dan kawan-kawan mengemukakan suatu contoh landasan dasar sosiologis dari
ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-
Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Secara sosiologis, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dan tidak relevan
lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian
dari masyarakat internasional dalam pergaulan global yang menghendaki ada
persamaan perlakuan, serta kedudukan warga negara di hadapan hukum serta
adanya kesetaraan dan keadilan gender.°

Memperhatikan uraian di atas dapat dipahami bahwa landasan sosiologis
dibentuknya undang-undang adalah karena kebutuhan aspek empiris yang ada

"Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2017), him. 269.

BMuslimah, Politik Hukum: Program Legislasi Nasional dalam Pembentukan Undang-
Undang, (Gorontalo: Cahaya Arsy Publisher, 2019), him. 47.

191 Gede Yusa, dkk., Hukum Tata Negara..., him. 195.
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di tengah masyarakat. kebutuhan yang dimaksud di sini dalam aspek tertentu
karena memang belum ada aturan yang mengaturnya, sehingga diperlukan ada
aturan yuridis yang mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak boleh atau
tentang mekanisme dalam melaksanakan sesuatu. Dalam aspek lain, ketentuan
undang-undang didasarkan pada sisi landasan sosiologis terkait adanya aturan
yang lama yang tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan di masyarakat,
sehingga aturan lama perlu diubah dengan membentuk aturan undang-undang
yang baru.
2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan
bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum ataupun
mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada
akan diubah atau akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan juga rasa
keadilan masyarakat.?® Di dalam pengertian lain, landasan yuridis adalah dasar
landasan yang dijadikan sebagai rujukan hukum bahwa ada atuan hukum yang
mengamanatkan agar aturan tersebut memang perlu dibentuk. Dalam catatan
Jimly Asshiddigie disebutkan bahwa landasan yuridis di dalam rumusan suatu
undang-undang umumnya dimuat di bagian konsideran “Mengingat”, di dalam
konsideran tersebut memuat aturan konstitusi atau UUD 1945 sebagai pijakan
dasarnya, disebutkan pasal dan nomornya, kemudian dimuat juga aturan dalam
bentuk undang-undang yang relevan dan bersangkutan yang memuat nomor,
pasal dan lainnya.?!

Di sini dapat dikemukakan contoh undang-undang yang terdahulu, yaitu
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia yang menetepkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun

1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Secara yuridis, landasan

2Benediktus Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting,
(Depok: Kunisius, 2021), him. 217.

2Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang..., him. 172.
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konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-Undang
Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden
5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Di
dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sudah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan
terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa landasan yuridis
dibentuknya undang-undang adalah adanya aturan yang lebih tinggi memberi
amanah atau paling kurang perlu mendapatkan aturan lebih rinci dalam bentuk
undang-undang. Landasan yuridis di sini umumnya disebutkan di bagian awal
yang menyebutkan tentang konsideran mengingat ketentuan pasal dalam UUD
1945 atau pasal dalam undang-undang yang relevan.

3. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan landasan atau pertimbangan, alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk tersebut mempertimbangkan
pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan
serta falsafah bangsa Indonesia, yang bersumber dari pancasila dan pembukaan
UUD 1945.% Jimly menyebutkan bahwa undang-undang selalu mengandung
norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke
arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan hendak
diarahkan. Karena itu, undang-undang digambarkan sebagai cermin dari cita-
cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang akan
dan hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan dari
undang-undang yang bersangkutan.?* Dengan pemahaman ini, maka landasan
filosofis dibentuknya undang-undang adalah adanya alasan mengenai maksud

dan tujuan luhur yang hendak diwujudkan ditengah masyarakat.

22| Gede Yusa, dkk., Hukum Tata Negara..., him. 195,
Z3Ahmad Redi, Hukum Pembentukan..., him. 269.
24Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang..., him. 170.
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Kaitannya dengan itu maka dapat dikemukakan contoh yang sama bahwa
secara filosofis, undang-undang tentang kewarganegaraan sebagaimana sudah
dikemukakan di awal masih mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak atau
belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain karena kental adanya sifat
diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi persamaan antar warga
negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-
anak.?®> Contoh ini juga memberi pemahaman bahwa suatu undang-undang di
dalam prosesnya ada yang sudah relevan lagi dengan kondisi masyarakat (hal
ini berhubungan dengan landasan sosiologis), dan karena itu tidak lagi selaras
dengan tujuan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila (hal ini berkaitan
dengan landasan filosofis).

4. Landasan Politis

Landasan politis pembentukan suatu undang-undang bahwa dalam suatu
konsideran/pembukaan harus tergambar adanya sistem rujukan konstitusional
menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai
sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi ketentuan
pembentukan undang-undang yang bersangkutan.?® Undang-undang ialah satu
media untuk menuangkan kebijakan operasional, tapi kebijakan tersebut harus
bersumber dari ide-ide, cita-cita dan kebijakan-kebijakan politik yang ada pada
konstitusi baik yang tertulis dalam UUD 1945 ataupun yang hidup dalam satu
konvensi ketatanegaraan dan juga kenyataan hidup bernegara dari waktu ke
waktu.?’

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis bila pemberlakuan
itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata. Di dalam
aspek ini, meskipun suatu undang-undang telah didukung oleh masyarakat dan

telah sesuai dengan landasan filosofis bernegara, akan tetapi sekiranya tidak di

5] Gede Yusa, dkk., Hukum Tata Negara..., him. 195.
28Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang..., him. 172.
21hid.
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dukung oleh kekuatan politik yang mencukupi di parlemen maka norma yang
dimkasud tidak mungkin mendapat dukung politik untuk diberlakukan sebagai
hukum.?®

Backry Krisnayuda menyebutkan bahwa undang-undang dibentuk kerap
didasarkan pada aspek politis. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan
memiliki landasan politis sekiranya sejalan dengan garis kebijakan politis yang
menjadi dasar selanjutnya terhadap kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan
negara. Di dalam hal ini harus sejalan dengan politik (kebijakan) hukum secara
menyeluruh.? Jadi, alasan politis di sini dasarnya bukan diarahkan pada alasan
politis dari kepentingan masing-masing anggota parlemen yang dominan tetapi
politis dalam arti kebijakan politik untuk kepentingan masyarakat berasaskan
kepada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Landasan Administratif

Jimly mengemukakan empat landasan pertama umumnya dimuat dalam
banyak peraturan, bahkan menjadi inti dan harus ada di dalam undang-undang.
Akan tetapi, untuk landasan administratif sifatnya adalah fakultatif, maknanya
sekiranya dipandang perlu maka landasan tersebut dicantumkan dan sekiranya
tidak perlu maka tidak akan dicantumkan.*

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa landasan pembentukan
undang-undang mempunyai alasan tersendiri baik dari aspek sosiologis, yuridis,
filosofis, politis dan asministratif. Fajlurranman Jurdi menyebutkan bahwa yang
umum menjadi landasan pembentukan undang-undang ialah landasan sosiologis,

landasan yuridis, dan landasan filosofis.3! Akan tetapi, sekiranya dibutuhkan, ada

BMansur Kartayasa, Korupsi dan Pembuktian..., him. 100.

2%Backy Krisnayuda, Pancasila dan Undang-Undang: Reasli dan Tranformasi Keduanya
dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2017), him. 10.

8Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang..., him. 173.

81Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 22: Lihat di dalam tulisannya yang lain, Fajlurrahman
Jurdi, Logika Hukum, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), him. 58.
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juga undang-undang yang di dalamnya disebutkan secara tegas tentang landasan
politif maupun landasan administratif. Ini menandakan bahwa landasan-landasan
tersebut menjadi alasan keharusan dibentuknya suatu undang-undang.

Selain lima landasan di atas, ada juga yang menambahkan landasan lainnya
yaitu landasan ekonomis dan landasan ekologis (pelestarian lingkungan). Namun
alasan ini cenderung tidak dimuat dalam undang-undang. Menurut Backy, alasan
ekonomis juga terkait dengan alasan ekologis, sifatnya juga fakultatif, maknanya
bahwa kedua landasan terakhir itu bisa ada sekiranya materi muatan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan mengatur masalah-masalah yang berkaitan

dengan perekonomian.

C. Kewenangan Pembentukan Undang-Undang

Pembentukan undang-undang ialah salah satu bentuk kewenangan lembaga
kekuasaan resmi dalam suatu negara. Secara konseptual, lembaga kekuasaan yang
ada di Indonesia mengikuti gagasan yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu
kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yurikatif. Menyangkut
kewenangan pembentukan undang-undang, perlu dijelaskan lebih dahulu fungsi
dan tugas ketiga lembaga tersebut sehingga dapat diidentifikasi letak kewenangan
pembentukan undang-undang, pelaksana dan pihak yang menerapkan ketentuan
undang-undang.

Berbicara tentang kewenangan pembentukan undang-undang tidak terlepas
dari kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga negara. Karena itu, dalam konsepnya
yang umum bahwa kekuasaan negara tersebut dipisahkan atau disebut separation
of pawer. Pemisahan kekuasaan (separation of power) sering pula digeneralisasi
dalam istilah distrubition of power (pembagian kekuasaan). Menurut Rohayatin,
pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah ke dalam

beberapa bagian, baik menyangkut orang-orang yang ada ke dalam kekuasaan itu

$2Backy Krisnayuda, Pancasila dan Undang-Undang..., him. 10.
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maupun mengenai fungsi yang diembannya.*® Pemisahan kekuasaan (separation
of powers) bermakna kekuasaan negara terpisah-pisah ke dalam beberapa bagian,
baik mengenai organnya atau fungsinya.3

Istilah pemisahan kekuasaan menurut Jimly Asshiddigie digunakan untuk
tiga istilah yang saling bergantian, yaitu division of power, separation of power,
dan distribution of power. Istilah-istilah tersebut menurutnya (Jimly) mempunyai
arti yang sama, dan dapat saling dipertukarkan maknanya. Jimly sendiri tampak
mempertukarkan istilah pemisahan kekuasaan dalam makna distribution of power
dengan division of power. Kekuasaan dari rakyat dibagi-bagikan kepada lembaga
tinggi negara yang lain secara distribusi.*

Teori pemisahaan kekuasaan, atau separation of power telah muncul sekitar
abad 14.3” Pemisahan kekuasaan ini muncul pertama sekali di Eropa Barat sebagai
antitesa terhadap kekuasaan raja yang absolut sekitar abad pertengahan, yaitu di
abad 14 sampai abad 15.%8 Kemudian pada abad ke 17 sampai dengan abad ke 18,
lahirlah suatu teori atau gagasan untuk menarik kekuasaan membuat peraturan
dari seorang raja dan selanjutnya diserahkan kepada suatu badan kenegaraan yang
berdiri secara mandiri dan independen.* Di sini, tampak bahwa teori pemisahan
kekuasaan di satu sisi hendak menjelaskan pentingnya pemisahaan kekuasaan dan
di sisi lain menganulir kekuasaan absolut yang dipegang oleh raja-raja pada masa

dahulu terhadap rakyat.

%3Titin Rohayatin, Dasar-Dasar llmu Pemerintahan, (Yogyakarta: Deepublish, 2021),
hlm. 58-59.

34Teuku Saiful Bahri Johan, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam
Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), him. 21.

35Jimly Asshiddigie, Pengantar IImu Hukum Tata Negara, Volume 2, (Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Makhamah Konstitusi, 2006), him. 18.

36Jimly Asshiddigie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press,
2006), hlm. 95.

7La Ode Husen, Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahaan Kekuasaan, (Makassar:
Social Politic Genius), him. 67.

%Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antar
DPRD dan Kepala Daerah, (Bandung: Alumni, 2021), him. 26-27.

¥1bid.
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Secara teoritis, hadirnya pemisahan lembaga kekuasaan merupakan produk
gagasan yang dikemukakan oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu,*® negara
dalam melaksanakan peranannya harus bersifat distriburi kekuasaan, atau dikenal
dengan distributive of power dan separation of power. Karena itu, teori pemisahan
pembagian kekuasaan yang digagas Montesquieu dikenal dengan trias politica,*
yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.*> Jauh
sebelum Montesquieu, terdapat pula ahli hukum dari Inggris mengajukan lebih
awal tentang pemisahan kekuasaan ini, yaitu John Locke.

John Locke (1704 M) merupakan salah seorang filsuf dari Inggris, lahir di
Brington dengan Bristol pada tahun 1632.43 Dalam konteks kekuasaan pada suatu
negara, John Locke mengajukan tiga gagasan bahwa kekuasaan dibagi ke dalam
tiga bentuk tersendiri yaitu kekuasaan legislatif (legislative of power), kekuasaan
eksekutif (executive of power), dan kekuasaan federatif (federative of power).**

Ketiga bentuk distribusi kekuasaan yang digagas oleh John Lock tersebut
di atas sesungguhnya hendak menganulir dan mengomentari praktik kekuasaan
Raja. John Locke mengemukakan konsep pemisahan kekuasaan tersebut di dalam
buku yang berjudul: Two Treatises on Civil Government, buku ini ia tulis sebagai
kritik atas kekuasaan absolute raja-raja Stuart serta untuk membenarkan Revolusi
Gemilang di tahun 1688 M yang dimenangkan Parlemen Inggris. Menurut Locke
kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan seperti di atas, yaitu kekuasaan
executive, kekuasaan legislative, dan kekuasaan federative, yang masing-masing
terpisah satu dengan yang lain, dan memiliki fungsi dan tugas tersendiri, dibatasi

oleh wewenang serta cakupan otoritas dalam menjalankan sistem pemerintahan.

40Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2019), him. 179-180.

“bid.

42| Gede Yusa dkk, Hukum Tata Negara..., him. 95.

“3Frederick Copleston, History of Philosophy, (Terj: Renanda Yafi Atolah), (Yogyakarta:
Basabasi, 2021), him. 8.

4John Locke, Political Writings, (Ed: David Wootton), (United State of America: Hackett
Publishing Conmpany, 1993), him. 335.
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Bagi Lock, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat peraturan dan
perundang-undangan, sementara maksud dari kekuasaan eksekutif adalah suatu
kekuasaan melaksanakan peraturan perundang-undang dan di dalamnya termasuk
kekuasaan mengadili (uitvoering), dan kekuasaan federatif merupakan kekuasaan
yang meliputi segala bentuk tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam
hubungannya dengan negara lain misalnya membuat aliansi dan lainnya (dewasa
ini disebut hubungan luar negeri).*

Beberapa puluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1748, Filsuf Prancis
Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke dalam bukunya
L’Esprit des Lois, atau The Spirit of the Laws, atau Semangat Hukum. Karena
melihat sifat despotis atau sewenang-wenang dari kekuasaan raja-raja Bourbon,
Montesquieu ingin menyusun satu sistem pemerintahan di mana warga negaranya
merasa lebih terjamin haknya.*® Pada uraiannya ia membagi pemisahan lembaga
kekuasaan pemerintahan pada tiga cabang namun sedikit berbeda dengan Lock
sebelumnya, yaitu kekuasaan legislatif (legislative power), kekuasaan eksekutif
(executive power), kekuasaan yudikatif (judicative power).

Menurut Montesquieu, di setiap pemerintahan ada tiga bentuk kekuasaan,
yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif serta kekuasaan yudikatif. Khusus
kekuasaan legislatif, bagi Montesquieu ialah suatu lembaga yang memberlakukan
undang-undang di dalam waktu yang sementara ataupun terus-menerus, dan juga
mengubah ataupun membatalkan undang-undang yang telah berlaku.*” Menurut
Montesquieu, tiga jenis kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lainnya, baik
mengenai tugas dan fungsi, maupun menyangkut alat perlengkapan organ yang
menyelenggarakan pemerintahannya. Terutama terkait kebebasan badan yudikatif
yang ditekankan oleh Montesquieu, karena di sini letaknya kemerdekaan individu

4SMiriam Budiardjo, Dasar-Dasar Illmu Politik, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2008), him. 282.

“51bid.

47Charles Baron De Montesquieu, The Spirit of Laws, (Translate: Thomas Nugent), (New
York: Cosimo Classics, 2011), him. 151.
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dan hak asasi manusia dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif adalah
kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi pihak
penyelenggara undang-undang, sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan
mengadili atas pelanggaran undang-undang.*®
Teori pemisahaan kekuasaan sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu
sebelumnya dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Kekuasaan Legislatif

Menurut Locke, kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang memiliki
kekuasaan pada upaya melakukan kodifikasi hukum.*® Hans Kelsen memakai
istilah lembaga legislatif (legislative organ), yaitu lembaga yang mempunyai
otoritas atau kewenangan di dalam merumuskan norma hukum.>® Sementara
Francesco Belfiore menggunakan istilah legislative power kekuasaan legislatif
ialah entitas yang menciptakan peraturan undang-undang yang merupakan satu
proyek universal dan sifatnya kolektif diberlakukan secara publik, masing-
masing membuat kegiatan yang akan dihasilkan intelektual dan mereka dipilih
oleh masyarakat.>!

Mahfud MD mendefinisikan dengan sederhana bahwa lembaga legislatif
(perlemen) adalah lembaga yang mmepunyai kewenangan sebagai pembentuk
hukum.>? Artinya bahwa lembaga legislatif mempunyai kewenangan dan tugas
di dalam membentuk undang-undang. Jimly menyebutkan kekuasaan legislatif
ialah cabang kekuasaan mencerminkan kedaulatan rakyat dan kewenangannya

yaitu menetapkan peraturan yang ditugaskan pada lembaga perwakilan rakyat,

“8Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar..., him. 282-283.

4%John Locke, Two Treatises of Government, (Edited: Peter Laslett), (Britania: Cambridge
University Press, 2003), him. 112.

S0Hans Kelsen, General Theory of Law & State, (Translate: Anders Wedberg), (Cambridge:
Harvard University Press, 2009), him. 270.

SFrancesco Belfiore, The Ontological Foundation of Ethics, Politics, and Law, (Amerika:
University of America, 2013), him. 430.

52Moh. Mahfud MD, Islam, Lingkungan Budaya Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan
Indonesia, Jurnal: “Karsa Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman”. Vol. 24, No. 1, (Juni, 2016), hlm.
9-10.
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parlemen atau lembaga legislatif.>® Dalam beberapa negara, seperti ditegaskan
oleh Friedman dan Hayden, lembaga yang membuat peraturan perundangan-
undangan disebut sebagai legislature, yang berhak membuat undang-undang
dengan berani dan terbuka membuat produk undang-undang adalah pekerjaan
legislature, dan mereka mengeluarkan undang-undang.>* Dengan begitu dari
penjelasan tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa legislatif, atau dapat
disebut dengan lembaga ataupun kekuasaan legislatif merupakan salah sebuah
organ negara selain eksekutif dan yudikatif, yang memiliki fungsi pengawasan
pembentuk undang-undang, diisi oleh anggota dewan sebagai representasi dari
perwakilan rakyat.
2. Kekuasaan Yudikatif

Menurut Junaedi Efendi dan kawan-kawan, istilah yudikatif ialah sebuah
kata benda, yang ditujukan kepada sebuah lembaga, dengan fungsinya adalah
mengadili.>® Dalam hukum positif, istilah kekuasaan yudikatif sering diartikan
sebagai lembaga yudikatif. Jimly Ashiddigie menyebutkannya sebagai sebuah
kekuasaan kehakiman.>® Miriam Budiardjo menyebutkan kekuasaan yudikatif
adalah kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang, atau dalam
persitilahan yang lain disebut role adjudication function.>” Definisi yang lebih
tegas dinyatakan oleh Abdul Manan. Menurutnya, kekuasaan yudikatif adalah
kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum agar mencapai tujuan negara.
Kekuasaan yudikatif tentang lembaga hukum agar mengendalikan penerapan

hukum dengan instrumen seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung.®®

53Jimly Asshiddigie, Pengantar Hukum..., him. 112.

S4Lawrence M. Friedman & Grant M. Hayden, American Law in Introduction, 3" Edition,
(New York: Oxford University Press, 2017), him. 85.

5Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, Kamus Istilah Hukum
Populer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 456.

%6Jimly Asshiddigie, Pengantar Hukum..., him. 310.
S"Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar..., him. 281.

%8Abdul Manan, Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI, Cet. 1,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), him. 10.
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3. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasan eksekutif ataupun disebut dengan pemerintah yang terdiri dari
presiden (pemimpin) serta pembantu-pembantunya (menteri). Menurut Jimly,
kekuasaan eskekutif adalah kekuasaan yang bertugas dan mempunyai fungsi
menjalankan undang-undang.*® Lembaga kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan
melaksanakan undang-undang, di dalam peristilahan baru sering disebut rule
application function.®

Kekuasaan eksekutif dapat pula disebut dengan pemerintah itu sendiri
yang melaksanakan undang-undang sebagai produk hukum yang ditetapkan
oleh kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif di dalam makna presiden secara
prinsip tidak dapat berjalan secara mandiri dalam menjalankan satu peraturan
perundang-undangan. Presiden harus didampingi oleh menteri-menteri yang
dijadikan sebagai pembantu di bidang tertentu, misalnya di bidang pertahanan
muncul kementerian pertahanan, tugas dan fungsi pemerintah bidang ekonomi
memunculkan kementerian perekonomian kementerian keuangan kementerian
ketenagakerjaan, kementerian perdagangan, dan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam perspektif kajian

hukum positif (konvensional), munculnya pembagian kekuasaan, baik dijelaskan

dan digagas oleh John Lock maupun Montesquieu, pada dasarnya sama-sama atas

satu motivasi yaitu kekhawatiran atau bahkan munculnya kenyataan kesewenang-

wenangan raja. Dalam struktur pemerintahan kerajaan, raja lah yang memegang

kendali penuh terhadap urusan masyarakat dan kekuasaan yang dipimpinnya, dan

karena itu sangat mungkin terjadi despotis atau kesewenangan. Masyarakat atau

rakyat tidak memiliki kebebasan, bahkan tidak ada kontrol dari lembaga-lembaga

negara. Oleh karena itu, pemisahan ataupun pembagian kekuasaan (separation or

distribution of power), meskipun untuk kedua pandangan tersebut berbeda, punya

59Jimly Asshiddigie, Pengantar Hukum..., him. 310.
®Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar..., him. 281.
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tujuan tersendiri, yaitu agar kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu orang saja,
tetapi harus didistribusikan dengan cara memisahkan jenis dan bentuk kekuasaan
menjadi bagian-bagian tertentu, dan kekuasaan yang sudah dibagi itu dijalankan
menurut tupoksinya masing-masing.

Penjelasan di atas juga dipahami bahwa kewenangan pembentukan undang-
undang adalah terletak pada lembaga kekuasaan legislatif, atau Dewan Perlemen
atau Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang dibentuk dan menjadi tugas dan
wewenang dari lembaga legislatif sesuai komisi yang bersangkutan. Oleh karena
itu, pembentukan dan penyusunan undang-undang ini sepenuhnya menjadi tugas
dan kewenangan lembaga legislatif, sementara itu pihak eksekutif atau khususnya

presiden adalah pihak yang mengesahkannya.

D. Pembentukan Undang-Undang Perspektif Hukum Islam

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang pembentukan undang-undang dari
sudut pandang hukum Islam, maka terlebih dahulu dikemukakan penggunaan kata
dan istilah undang-undang yang umum dipakai dalam proses positivisasi hukum
Islam. Istilah undang-undang pada konteks hukum Islam (fikih) sering digunakan
dengan sebutan ganun.%* Menurut Abdul Manan, istilah ganun yang digunakan di
dalam konteks hukum Islam pada asalnya diambil dari kata bahasa Yunani yaitu
Kanon artinya tolok ukur. Sementara itu, istilah ganun dalam bahasa Arab berarti
suatu peraturan atau undang-undang.®> Ahmad Tholabi Kharlie dan kawan-kawan
menyebutkan contoh penggunaan istilah ganun dalam pengertian undang-undang
ialah Qanun Al-Ahwal al-Syakhshiyah, artinya peraturan hukum ataupun undang-
undang pribadi, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan personal statute.®®

61 Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, dan Ahmad Tamami,
Filsafat Hukum Islam dan Magasid Syariah, Ed. Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2022), him. 13.

82Abdul Manan, Mahkamah Syar iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional, Edisi Pertama,
Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 372.

83Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Muhammad Hafiz, Kodifikasi
Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), him. 10.
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Abdul Manan juga telah mengungkapkan beberapa definisi para ahli terkait
makna ganun, di antaranya adalah menurut Muhammad Muslehuddin, bahwa kata
ganun berarti himpunan peraturan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan resmi
di dalam suatu negara. Salmond menjelaskan bahwa ganun atau undang-undang
adalah himpunan yang diiktirafkan dan dilaksanakan oleh suatu negara di dalam
mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat. Sementara itu menurut John Austin,
ganun adalah undang-undang yang berupa himpunan peraturan berkenaan dengan
tindakan yang diperuntukkan kepada rakyat atas kehendak negara.®

Masih dalam kutipan Abdul Manan, Subhi Mahmassani mengungkapkan di
dalam perkembangan hukum modern, istilah ganun memiliki tiga makna, pertama
adalah ganun sebagai kumpulan peraturan hukum, kedua adalah ganun dimaknai
sebagai hukum, dan ketiga adalah ganun dimaknai sebagai undang-undang.®® Di
dalam pemaknaan ini, dapat dipahami bahwa ganun memiliki makna yang tidak
hanya satu, tetapi punya beragam makna, bisa disebut kumpulan hukum misalnya
kompilasi hukum Islam, bisa juga bermakna hukum itu sendiri dan makna ganun
dalam makna undang-undang.

Istilah ganun ini sendiri digunakan secara berbeda. Di Aceh misalnya istilah
ganun digunakan untuk menyebutkan nama bagi peraturan daerah, karena pihak
yang membentuknya adalah anggota DPR di daerah bersama-sama dengan pihak
eksekutif atau gubernur. Hal ini selaras dengan penjelasan Syahrizal Abbas, kata
ganun di Aceh bermakna peraturan daerah karena dibentuk oleh lembaga yang
ada di daerah yaitu DPRA/DPRK bersama dengan gubernur/bupati.®® Makna ini
tentu berbeda dengan maksud undang-undang sebagaimana telah dikemukakan di
bagian awal bab ini, yaitu peraturan hukum yang secara hierarki berada di bawah

Undang-Undang Dasar. Sementara ganun di Aceh sama dengan peraturan daerah,

84 Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2017), him. 34.

®1bid., him. 35-36.

®6Syahrizal Abbas, Antologi Pemikiran Hukum Syariat di Aceh, (Banda Aceh: Pascasarjana
UIN Ar-Raniry dan Naskah Aceh, 2018), him. 63.
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letak dan kedudukannya di bawah undang-undang. Oleh karena itu, makna ganun
dalam pembahasan ini bukan ganun dalam arti peraturan daerah, namun ganun di
dalam makna undang-undang.

Proses pembentukan ganun dalam konteks hukum Islam juga dilaksanakan
oleh lembaga negara yang disebut al-salthah tasyri iyah atau kekuasaan legislatif.
Alt Muhammad Al-Sallabi menggunakan istilah barlaman dan saltak tasyri’iyah
ataupun kekuasaan legislatif yaitu sebuah lembaga mencakup beberapa orang dari
perwakilan rakyat dengan jumlah yang sangat terbatas yang punya keterkaitan di
antara satu dan yang lain dengan kesamaan geografis di bawah naungan negara di
dalam kedudukan mereka sebagai wakil rakyat atau representasi mereka.®” Dalam
penjelasan Khallaf juga diterangkan bahwa al-salthah tasyri’iyyah berugas dalam
membentuk undang-undang. Pasca wafatnya Rasulullah Saw, maka para ahli ilmu
yang membuat hukum-hukum yang kedudukannya sebagai salthah tasyriyyah.®®

Menurut Al-Mawdudi, undang-undang di dalam konteks Islam berasal dari
ketentuan syariah. Perintah Allah Swt yang terdapat dalam Alquran dan Nabi-Nya
yang dimuat dalam hadis harus diterima dan ditaati. Di sini, Al-Mawdudi tampak
menekankan bahwa lembaga legislatif tidak dapat memodifikasi apalagi merubah
atau membuat suatu produk undang-undang yang tidak sesuai dengan perintah di
dalam Alquran dan hadis.®® Penekanan yang diulas Al-Mawdidi tersebut muncul
karena ketentuan hukum di dalam Alquran dan hadis serta sumber hukum lainnya
yang tidak bertentangan dengan hukum Islam sudah cukup memuat segala aspek
kehidupan.

Uraian tersebut sesuai dengan pandapat Zaidan bahwa ketentuan-ketentuan

hukum yang ada di dalam Alquran dan Sunnah Nabi serta sumber-sumber hukum

7All Muhammad Al-Sallabi, Barlaman fi AlI-Dawlah Al-Hadisah Al-Muslimah, (Terj:
Masturi Irham dan Malih Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), him. him. 13.

%8 Abd Al-Wahhab Khallaf, Al-Salzat Al-Salas 7 Al-Islam: Al-Tasyri’ wa Al-Qada’ wa Al-
Tanfiz, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1985), him. 82.

9 Abi Al-A’1a Al-Mawdudi, Nizam Al-Hayah fi Al-Islam, (Translated: Khurshid Ahmad),
(Saudi Arabia: International Islamic Publishing House, 1997), him. 45-46.
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yang lain yang diakui dalam Islam secara keseluruhan merupakan sebuah ganun
hukum Islam yang mengatur semua aspek kehidupan dan juga mengatur berbagai
hubungan di antara manusia.”® Bahkan dalam catatan Al-Zuhailt dijelaskan bahwa
tidak ada seorangpun (termasuk anggota DPR) yang berhak membentuk undang-
undang (al-zasyri’) selain Allah Swt. Hanya saja, dalam masalah-masalah praktis
yang ditemukan di tengah masyarakat, maka hak pembentukan hukum itu terdapat
pada manusia yang direpresentasikan oleh ahl halli wa al-aqdi atau disebut DPR.
Artinya bahwa kedaulatan yang asli du dalam membentuk hukum di tangan Allah
Swt, sementara masalah praktis yang muncul akibat perkembangkan zaman justru
diberikan kepada orang yang memiliki kapasitas tertentu seperti ulama yang ada
di dalam lembaga DPR.” Dengan demikian, pembentukan hukum atau undang-
undang dalam Islam harus terikat dengan dan dibatasi oleh ketentuan syariat. Di
sini, lembaga legislatif sebagai pemegang otoritas membentuk undang-undang ini
tidak boleh melepaskan materi hukum yang mereka buat dari ketentuan yang ada
dalam Alguran dan hadis.

Khazanah hukum Islam telah menetapkan bahwa tagnin hukm atau upaya
di dalam membentuk undang-undang dibuat oleh suatu badan legislatif (salthah
al-tasyri’iyah) yang mengikat setiap warga di mana undang-undang tersebut ada
dan diberlakukan, yang apabila dilanggar akan mendatangkan sanksi.”? Tagnin di
dalam istilah tagnin al-hukm di atas adalah penulisan bab-bab hukum fikih yang
berhubungan dengan peradilan, dengan materi-materi yang berurutan, poin-poin
tertentu yang bernomor.” Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kewenangan

dan pembentukan ganun atau undang-undang dalam hukum Islam juga terletak di

9 Abd Al-KarTm Zaidan, Nizam Al-Qada’ fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah, (Beirut: Mu’asasah
Al-Risalah, 1989), him. 5.

Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adillatuh, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani,
dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 274-275.

"2Warkum Sumitro, Moh. Anash Kholish, dan Labib Muttagin, Hukum Islam dan Hukum
Barat, (Melang: Setara Pres, 2017), him. 5.

3<lyad Kamil Ibrahim Al-Zibara, Siyasah Al-Tadarruj fi Tatbiq AlI-Ahkam Al-Syar iyyah,
(Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 2022), him. 396-397.
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tangah kekuasaan negara, yaitu dibentuk dan disusun oleh lembaga yang disebut
al-saltah al-rasyri’iyyah atau kekuasaan legislatif.

Legislatif menjadi lembaga yang diakui sebagai pembentuk undang-undang
negara. Hanya saja, sebagai sebuah lembaga resmi, lembaga legislatif tidak dapat
membenuk undang-undang yang bertentangan dengan Alguran dan hadis, karena
kedua sumber hukum ini menjadi konstitusi utama. Hal ini sesuai denagn ulasan
Al-Mawdidi sebelumnya bahwa lembaga legislatif ini tidak bisa mengubah atau
memodifikasi, termasuk membentuk undang-undang yang berseberangan dengan
prinsip-prinsip dan ketentuan syariat Islam.



BAB TIGA
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERSPEKTIF
‘ABD AL-QADIR ‘AUDAH

A. Profil ‘Abd Al-Qadir ‘Audah

‘Abd Al-Qadir ‘Audah merupakan seorang ahli di bidang hukum, peradilan
dan sebagai pengacara atau praktisi hukum.* Al-Qaradawi mengemukakan bahwa
‘Abd Al-Qadir ‘Audah sebagai seorang pengacara yang memahami perundangan
dan juga hukum Islam, dan termasuk salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin.? ‘Abd
Al-Qadir ‘Audah memiliki nama lengkap ‘Abd Al-Qadir ‘Ali ‘Audah. Di dalam
berbagai literatur ada yang menyebutkan namanya dengan sebutan singkat yaitu
‘Audah. Beliau dilahirkan pada tahun 1321 H atau 1903 M, di Desa Kafr Al-Hajj
Syarbini di Provinsi Daghiliyyah, Mesir.> Mengenai pendidikan beliau, dari kecil
hingga tingkat tinggi memang belum diketahui secara pasti. Namun begitu, dalam
beberapa catatan, ‘Abd Al-Qadir ‘Audah menempuh pendidikan kesarjanaan pada
Fakultas Hukum di Kairo dan ia lulus pada tahun 1930 M dan termasuk lulusan
terbaik bahkan menempati urutan pertama.* Di tahun-tahun berikutnya, ‘Abd Al-
Qadir ‘Audah ikut dan bergabung dengan fungsi kejaksaan, kemudian kehakiman,
dan dia menduduki posisi yang sangat strategis dan menjadi tokoh yang disegani.

Masa pemerintahan Muhammad Najib, ‘Abd Al-Qadir ‘Audah diangkat dan
ditunjuk sebagai anggota Komite Perancang Konstitusi Mesir, ia memiliki posisi
yang strategis dan selalu berusaha menjadi independen di dalam mempertahankan

kebebasan, berusaha untuk mendirikan konstitusi di atas landasan yang jelas dari

'Umar Rida Kahhalah, Mu jam Al-Mu’allifin Tardjim Al-Musannifi Al-Kutb Al- ‘Arabiyah,
(Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1993), him. 193.

2yasuf Al-Qaradawi, Figh Al-Jihad: Dirasah Mugaranah li Ahkamih wa Falsafatih fi Dau’
Al-Qur’an wa Al-Sunnah, (Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010),
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prinsip-prinsip Islam dan ajarannya dari Alquran.> Artinya ‘ Audah menginginkan
konstitusi Mesir berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang muatan materinya
merujuk kepada Alguran dan sunnah.

Mengingat kedudukan yang penting itu, dan karena kapasitas keilmuannya
yang mumpuni, maka pada tahun 1953 M, pemerintah Libya mengutusnya untuk
merancang konstitusi Libya. ‘Abd Al-Qadir ‘Audah di samping terkenal sebagai
seorang sarjana, ahli hukum, juga dikenal sebagai ahli hukum berpengalaman, dan
orator yang fasih. Dia memperoleh banyak pengetahuan tentang hukum pidana di
Mesir, yang dia pelajari sebagai mahasiswa, serta mempraktikkan penerapannya
sebagai hakim dan pengacara. ‘Abd Al-Qadir ‘Audah juga dikenal sebagai tokoh
terkemuka yurisprudensi Islam kontemporer.

Kepercayaan dari Dewan Revolusi diberikan kepada ‘Abd Al-Qadir ‘Audah
dan ia diangkat sebagai tim perumus penyusunan Undang-Undang Dasar di Mesir
yang baru. Di samping itu, pada tahun 1953 ‘Abd Al-Qadir ‘Audah mengabulkan
permintaan Pemerintahan Libya untuk menyusun dan merancang bentuk Undang-
Undang Dasar Libya. Sebagai seorang yang ikut dalam Revolusi Mesir, ‘Abd Al-
Qadir ‘Audah dituduh melancarkan usaha pembunuhan Nasser. Akhirnya tanggal
9 Desember 1954, ‘Abd Al-Qadir - Audah beserta enam tokoh penting IM, dijatuhi
hukuman gantung. Peristiwa tersebut sangat mengguncang dunia Islam, termasuk
Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia sendiri telah berusaha untuk mencegah
adanya penjatuhan hukuman gantung tersebut namun usaha yang dilakukan hanya
sia-sia.’

Dalam dunia pergerakan Islam, ‘Abd Al-Qadir ‘Audah dikenal sebagai satu
tokoh sekaligus pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimun (IM). Melalui organisasi
inilah namanya mulai dikenal luas oleh masyarakat Mesir saat itu, yang menjabat

sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mesir. Dalam Organisasi IM sendiri,

®Ibid.
®B. Syafuri dan Abdullah Jarir, “Pemikiran ‘Abd Al-Qadir ‘Audah tentang Kalam, Syariah,
Qanun, dan Khawarij”, Jurnal Al-Qalam. Vol. 28, No. 1, (Januari-April, 2011), him. 88.
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‘Abd Al-Qadir ‘Audah adalah tangan kanan dari pemimpin umum IM, Hasan Al-
Banna.” Abd Al-Qadir ‘Audah sendiri sebenarnya adalah seorang hakim.® Bahkan
Al-Qaradawi mengakui bahwa Audah sebagai seorang pakar fikih yang handal di
dalam khazanah Islam dan sebagai salah seorang penulis/pengarang kitab. Selain
itu, karena rekomendasi ‘Audah yang ia tulis dalam artikelnya, maka al-Qaradawi
ikut termotivasi membaca kitab Mustafa Ahmad Al-Zarqga (termasuk ulama yang
ketokohannya sangat disegani).’

Jabatan hakim yang dipegangnya dilaksanakan dengan penuh integritas dan
membuatnya dihormati masyarakat waktu itu disebabkan kejujuran, keadilan dan
ketegasannya di dalam memutuskan perkara-perkara yang ditanganinya. ‘Abd Al-
Qadir ‘Audah juga dikenal sebagai seorang hakim yang sangat anti dengan Raja
Farouk, yaitu raja Mesir yang secara kepemimpinan dipanang buruk. Karena itu,
bersama-sama kawan yang sefaham dengannya turut aktif menggulingkan Raja
Farouk. ‘Abd Al-Qadir ‘Audah turut mencetuskan Revolusi Mesir yang berhasil
pada tahun 1952, yang dipelopori oleh Muhammad Najib dan juga Kolonel Gamal
Abdul Nassir.1°

Di tahun 1954 M, Abd Al-Qadir ‘Audah menjadi syahid, karena ia dihukum
gantung pada masa pemerintahan Abdul Nassir. Alasan hukuman dijatukan pada
beliau karena beberapa alasan. Di bawah ini dapat disebutkan sajikan enam sebab
penjatuhan sanksi tersebut yang bersumber dari berbagai rujukan. Paling kurang
ada enam anggapan dan dugaan yang menyebabkan Abd al-Qadir ‘ Audah dijatuhi

hukuman mati, yaitu sebagai berikut:

"Hasan Al-Banna adalah tokoh utama dalam pendirian organisasi besar Ikhwanul Muslimin
(Persaudaraan Muslimin atau Muslim Brotherhood). Nama lengkapnya adalah Hasan ibnu Ahmad
bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Banna. Akhmad Satori, dan Sulaiman Kurdi (editor), Sketsa
Pemikiran Politik Islam, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), him. 206: Hoerul Umam, dkk, Percikan
Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat, (Sukabumi: Harfa Creative, 2022), him. 148.

8Mahmiid Mustafa Sa’ad, dan Nasir Abii Amir Al-Humahi, Min Rawa 7 Tarikhing, (Terj:
Muhamad Muchson Anasy), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), him. 543.

SYisuf Al-Qaradawi, Fi Wada’ Al-A’lam, (Terj: Abdul Hayyie Kattani dan Mujiburahman
Subadi), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), him. 161.

108, Syafuri dan Abdullah Jarir, “Pemikiran ‘Abd Al-Qadir ‘Audah..., him. 88.
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1. Abd Al-Qadir ‘Audah mengambil sikap patriotik pada waktu para perwira
memutuskan agar mencopot Muhammad Najib dari kursi kepresidenan, jadi
‘Audah disinyalir sebagai tokoh yang memprakarsai gerakan mengorganisir
puluhan ribu orang dalam demonstrasi basar sepanjang sejarah di Mesir. Ini
memaksa para perwira dan menteri untuk tunduk pada keinginan rakyat dan
mengembalikan Muhammad Najib sebagai Presiden Republik Mesir.!! Saat
itu, ‘Audah diutur oleh Najib untuk membuat konstitusi Masir.

2. Penentangan Abd Al-Qadir ‘Audah terhadap Abdul Nassir atas pembubaran
Ikhwanul Muslimin tahun 1945. Abd Al-Qadir ‘Audah memberikan nasihat
pada Abdul Nassir untuk menahan diri dari upaya pembubaran, karena akan
menyebabkan keresahan dan efek negatif di Mesir.*2

3. Alasan yang lainnya ialah Abdul Nassir menandatangani perjanjian dengan
Inggris, sehingga Maktabah Al-Irsyad meminta ahli hukum Abd Al-Qadir
‘Audah untuk menangani perjanjian tersebut secara hukum. Salah satu isi
di dalam perjanjian itu ialah pelestarian pendudukan Inggris dan memberi
status pengakuan hukum.

4. Pada waktu Abdul Nassir memerintahkan organisasi “Pengadilan Rakyat”,
Abd Al-Qadir ‘Audah termasuk salah seorang yang mengkritiknya.

5. Menurut Zainab Al-Ghazali, hukuman gantung yang ditetapkan pada ‘Abd
Al-Qadir ‘Audah adalah karena permusuhan dan dendam Abdul Nasir pada
Islam dan kepada tokoh da’i.*® Di sini, Abd Al-Qadir ‘Audah juga termasuk
satu di antara tokoh vokal dalam mendakwahkan Islam atau sebagai seorang
da’i yang memperjuangkan hukum Islam.

6. Ada juga tuduhan, bahwa Abd Al-Qadir ‘Audah turut melakukan percobaan
pembunuhan Abdul Nassir yang kemudian tuduhan tersebut membawanya

"Diakses melalui: https://shamela.ws/author/588, tanggal 3 Juni 2023.
2Diakses melalui: https://www.noor-book.com/s2 se- ;3ll-xe -iS-pdf, tanggal 3 Juni 2023.

13Zainab Al-Ghazali, Perjuangan Wanita Ikhwanul Muslimin, (Terj: Salim Basyarahil),
Cet. 12, (Jakarta: Gema Insani, 2000), him. 31.
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pada penetapan sanksi hukum berupa hukuman gantung.* Tertuduh lainnya
yang juga ikut dihukum gantung adalah Muhammad Farghali, Yusuf Tal’at,
Ibrahim Al-Thayyib, Mahmud Abdul Lathif, dan Hindawi Duwair.'® Dalam
catatan Al-Sisi, Abd Al-Qadir ‘Audah sama sekali tidak ikut di dalam upaya
pembunuhan Abdul Nassir.®
Terkait dengan beberapa tuduhan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya
di atas, Abd Al-Qadir ‘Audah dijatuhi hukuman gantung dan syahid pada tanggal
9 Desember 1954. Sebagai seorang praktisi hukum, pengacara, ahli dalam bidang
ilmu perundang-undangan dan sebagai hakim, Abd Al-Qadir ‘Audah mengukir
banyak karya intelektual yang hingga saat ini dapat dinikmati oleh para pembaca
terutama pemerhati dan akademisi hukum. Di antara karya intelektual beliau ialah
sebagai berikut:
1. Al-Mal wa Al-Hukm fi Al-Islam, tentang hukum penggunaan harta di dalam
Islam.
2. Al-Islam wa Awdd’una Al-Siyasah. Dalam catatan Al-Qaradawi, kitab ini
menjadi salah satu rujukan mutakhir dalam bidang politik Islam.’
3. Al-Islam wa Awda 'una Al-Qaniiniyyah, tentang pembentukan peratuan atau
ganun hukum Islam.
4. Al-Tasyri Al-Jina’t Al-Islami Mugaranan bi Al-Qanan Al-Wad 'z, mengenai
hukum jinayat atau pidana Islam.
5. Al-Mawsii ‘ah Al- ‘Asriyyah fi Al-Figh Al-Jina 1 Al-Islami, kitab membahas
tentang hukum pidana Islam.
6. Al-Islam baina Jahli Abnaihi wa Ajzi ‘Ulama’inhi.

“Muhammad Al-Ghazali, Kaifa Nata’amal ma’a al-Qur’an, (Terj: Ubaidillah dan
Masykur Hakim), (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), him. 236.

BHerry Muhammad, dkk., Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, (Jakarta: Gema
Insani, 2006), him. 149.

16 Abbas Al-Sisi, Hikayah ‘an Al-Ikhwan, (Terj: M. llyas), (Jakarta: Gema Insani, 2001),
hlm. 78-79.

yusuf Al-Qaradawi, Siyasah Syar’iyyah, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka
Al-Kautsar, 2019), him. 20-21.
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Selain kitab-kitab di atas, ada juga tulisan-tulisan lainnya di dalam berbagai
bentuk, di antaranya artikel, termasuk resensi yang ditulis oleh ‘Audah terhadap
kitab yang ditulis Mustafa Ahmad Al-Zarqa. Dalam resensi tersebut, tulisan yang
dibuat oleh Abd Al-Qadir ‘Audah adalah Al-Figh Al-Islami fi Tsaubih Al-Jadid.
Dalam tulisan ini, ‘Audah memuji karya Al-Zarqa.!® Berdasarkan uraian tersebut
dapat diketahui bahwa Abd Al-Qadir ‘Audah adalah seorang ulama, cendekiawan
muslim, serta da’i atau pendakwah yang populer yang memiliki kapasitas ilmu di
bidang hukum Islam dan ketatanegaraan, termasuk dalam konteks pembentukan

peraturan perundang-undangan suatu negara.

B. Pembentukan Undang-Undang Menurut ‘Abd Al-Qadir ‘Audah

Undang-undang (Qanun) menjadi salah satu produk hukum yang dibentuk
untuk memenuhi kebutuhan pengaturan hukum di tengah-tengah masyarakat. Dia
(undang-undang) dibentuk dengan mekanisme dan proses tersendiri, yang dalam
penerapannya di negara-negara modern, merupakan hasil legislasi nasional antara
badan legislatif bersama dengan badan kekuasaan eksekutif. Umumnya, dipahami
bahwa undang-undang dibentuk oleh dua kekuasaan tadi, di mana legislatif adalah
perancangnya dan disetujui bersama dengan eksekutif (presiden). Oleh karena itu
pembentukan undang-undang modern tidak dapat dilepaskan dari pembagian dan
pendistribusian kekuasaan (separation and distribution of power). Pola semacam
ini juga diakui oleh banyak ahli hukum Islam, salah satunya adalah Abd Al-Qadir
‘Audabh.

Undang-undang menurut ‘Audah adalah suatu kebutuhan, meskipun dalam
bagian tertentu sebetulnya Audah mengkritik keras materi hukum undang-undang
yang berlaku dewasa ini. Di satu sisi, undang-undang dianggap penting di tengah
masyarakat, karena kebutuhan kepada undang-undang untuk mengatur pergaulan
hidup masyarakat, mencegah kezaliman, memenuhi hak-hak manusia, bagian dari

upaya menggapai keadilan dan juga menuntun arah suatu bangsa. Bahkan, Audah

Byasuf Al-Qaradawi, FT Wada’ Al-A’lam..., him. 161.
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memahami tujuan umum dari dibentuk dan diundangkannya undang-undang ialah
untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kaitan dengan aspek ini ia

berpendapat demikian:

sl ods & il e 48 Y dn g ddeland) Lge de Y 59,0 neS Ogl O
gy Daall gy Seadl Lidy lBU ady wlebedl b 0glls sl

19.L@.:>,-L>- g delod) Losls o dule uiledll dakoeg L. ogall
Bahwa undang-undang dari segi ide dan maknanya adalah nyata masyarakat
tidak dapat lari daripadanya, dan hajat manusia di dunia ini membutuhkan
padanya. Maka dengan undang-undang dapat mengatur masyarakat dalam
berbagai aspeknya, kemudian kezaliman dapat dicegah selanjutnya hak-hak
masyarakat dapat terpelihara, keadilan dapat dicapai dan dapat menuntun
suatu bangsa... Fungsi umum dari ketentuan peraturan perundang-undangan

adalah untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat
memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Di sisi lain, ‘Audah justru mengkritik bangunan dan rumusan materi hukum
undang-undang yang umumnya berlaku pada negara-negara muslim dunia. Kritik
beliau sebetulnya mengarah pada aspek nilai yang terdapat dalam materi undang-
undang itu sendiri, karena kebiasaan yang muncul adalah undang-undang (ganun)
yang diberlakukan ialah undang-undang yang diserap, diadopsi, baik sengaja atau
karena penjajahan dari negara Barat, sehingga materi hukumnya jauh dari prinsip

syariat Islam. Kaitan dengan ini, ‘Audah menjelaskan demikian:
Oplal o orlaly gas o)lizel OGN jdxel (o lsdl) orlaY Ogslal jdzel )
it b oLl caas ol i e Uls amals Lo 13) 00l ) 3ydes (sl adl
D i e le

Saya meminta maaf bagi undang-undang karena saya akan menyerangnya.
Saya meminta maaf karena memandang ide dan juga maknanya, dan saya
menyerangnya dari segi nas, isi dan strukturnya. Maaf pada undang-undang

PAbd Al-Qadir ‘Audah, Al-Islam wa Auda’una Al-Qaniiniyyah, (Terj: Firdaus), (Jakarta:
Bulan Bintang: 1984), him. 17-18.

21bid., him. 1: Lihat juga di dalam Abd Al-Qadir ‘Audah, Al-4’mal Al-Kamilah, (Libanon:
Mukhtar Al-Islami, 1994), him. 19.
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jika saya menyerangnya karena saya tergolong orang yang harus menolong
dan memeliharanya, atau membukakan kepada manusia tentang hakikatnya.

Dua kutipan di atas menunjukkan bagaimana posisi Abd Al-Qadir ‘Audah
di dalam memahami konsep undang-undang, di satu sisi ia mendukungnya dan di
sisi lain ia mengkritik muatan isi dan materi hukum yang dimuat di dalam undang
undang yang biasanya dibentuk dan diterapkan oleh negara-negara muslim dinia.
Dalam bagian ini, akan dikemukakan beberapa poin penting mengenai pandangan
dan pemikiran Abd Al-Qadir ‘Audah menyangkut pembentukan undang-undang,
meliputi apa dan bagiamana materi hukum undang-undang serta konsekuensinya,
siapa yang mempunyai hak dan wewenang di dalam membentuk undang-undang,
serta proses pembentukan undang-undang yang sesuai dengan nilai dan prinsip-
prinsip hukum Islam.
1. Materi Hukum yang Ideal dalam Undang-Undang
Abd Al-Qadir Audah berpendapat bahwa mengatur masyarakat melalui
pembentukan undang-undang harus terikat dengan dan dibatasi oleh ketentuan
prinsip yang tertanam di dalam syariat Islam. Karena itu, undang-undang yang
merupakan hasil buah karya manusia merupakan turunan dari syariat. Syariat
Islam bagi Abd Al-Qadir ‘Audah pada umumnya bersifat kulli (umum, luas,
dan serba mencakup) dan dituangkan ke dalam kaidah-kaidah yang umum pula
yang mencakup berbagai macam perundang-undangan sebagai turunannya.?
Jadi, Abd Al-Qadir ‘Audah di sini memberikan batasan bahwa hukum itu pada
dasarnya telah dibentuk di dalam syariat Islam yang tertuang di dalam Algquran
dan hadis, pembentuk awalnya adalah Allah Swt dan Rasul-Nya. Kemudian,
sebagai perimbangannya dan perinciannya kemudian ditetapkan dalam bentuk
undang-undang atau ganun buatan manusia.
Dalam salah satu keterangannya disebutkan bahwa Allah Swt memberi

ketetapan dan menurunkan syariat kepada Rasulullah agar manusia mengikuti

ZLAbd Al-Qadir ‘Audah, Al-Islam baina Jahl Abnd’ih Wajaz ‘Ulama’ih, (Terj: Mu’ammal
Hamidy), Cet. 5, (Jakarta: Media Dakwah, 1997), him. 25.
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semua ketentuannya dalam berbagai kehidupan.?? Pada kondisi ini, ketentuan
hukum yang dibentuk idealnya terikat dengan apa yang telah disyariatkan oleh
Allah Swt dan Rasul. Abd Al-Qadir ‘Audah sebenarnya menilai posisi materi
hukum yang dimuat di dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan
syariat Islam (Alquran dan hadis). Sementara itu, bagian-bagian yang bersifat
rinci dan belum ada aturannya kemudian ditetapkan dalam aturan baru sesuai
dengan prinsip-prinsip umum syariat. Jadi, Abd Al-Qadir ‘Audah berpendapat
bahwa materi hukum dalam undang-undang ialah ketentuan hukum Islam dan
hanya sebagian kecil saja yang diproduksi oleh lembaga yang berwenang.
Abd Al-Qadir ‘Audah memastikan bahwa umat Islam wajib menerapkan
hukum Islam dan memuat materi syariat Islam di dalam undang-undang. Dalil-
dalil yang digunakan oleh Abd Al-Qadir ‘Audah cukup banyak, yaitu:?®
a. QS. Al-An’am ayat 106 tentang perintah untuk mengikuti apa yang telah
diwahyukan oleh Allah
b. QS. Al-A’raf ayat 3 tentang perintah untuk mengikuti apa-apa yang telah
diturunkan Allah Swt
c. QS. Yunus ayat 32 tentang informasi bahwa tidak ada setelah kebenaran
melainkan kesesatan
d. QS. Al-Bagarah ayat 119 tentang yang diturunkan Allah Swt itu sebagai
suatu kebenaran
e. QS. Al-Nisa’ ayat 105 dan QS. Ali Imran ayat 3 tentang informasi bahwa
Allah Swt menurunkan kitab (Alguran) dengan kebenaran
f. QS. Al-Taubah ayat 33 mengenai Allah Swt yang mengutus Rasulullah
Saw dengan petunjuk dan agama yang benar
g. QS. Al-Qasas ayat 50 mengenai kesesatan orang yang mengikuti hawa

nafsu dan juga keinginan tanpa petunjuk Allah Swt

22Abd Al-Qadir ‘Audah, Al-Islam wa Auda’una Al-Siyasiyyah, (Beirut: Mu’assasah Al-
Risalah, 1981), him. 69.

2bid., him. 67-73.
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h. QS. Al-Jatsiyah ayat 18, perintah Allah mengikuti syariat agama Islam

i. QS. Al-An’am ayat 155 menyangkut perintah mengikuti Alquran karena
Alquran merupakan kitab yang diturunkan dipenuhi berkah

J- QS. Al-Nisa’ ayat 59 tentang perintah taat kepada Allah Swt dan Rasul
Saw, serta ulil amri, kemudian perbedaan pendapat dikembalikan kepada
Allah dan Rasul-Nya

k. QS. Al-Maidah ayat 44, 45, dan ayat 47 menyangkut informasi bahwa
termasuk orang-orang kafir, zalim, dan fasik bagi yang tidak berhukum
dengan hukum Allah Swit.

Ayat-ayat Alguran di atas sebagai informasi yang menurut penilaian Abd
Al-Qadir ‘ Audah menjadi informasi yang mewajibkan supaya hukum yang ada
dan dibentuk melalui undang-undang harus merujuk kepada syariat Islam yaitu
Alquran dan hadis. Kedua nas tersebut menjadi konstitusi utama dalam sebuah
negara. Karena itu, Abd Al-Qadir ‘ Audah menyatakan sekiranya materi hukum
dalam perundang-undangan menyimpangi atau bertentangan dengan ketentuan
syariat, maka yang diambil adalah hukum syariat dan isi perundang-undangan
harus dibuang. Hal ini dipahami di dalam salah satu penjelasan Abd Al-Qadir
‘Audah seperti berikut:

Sekiranya perundang-undangan yang sudah dibuat badan-badan tersebut
bertentangan dengan nas syarak, maka hukum syaraklah yang diambil di
dalamnya sedangkan perundang-undangan tersebut harus dibuang. Hal
ini didasarkan atas tiga sebab: Pertama, karena nas-nas syarak selamanya
akan tegak dan tidak mungkin dibuang di dalam keadaan bagaimanapun,
sedangkan perundang-undangan ciptaan manusia masih memungkinkan
untuk dibuang, jadi jelas bahwa syariat lebih kuat dari pada perundang-
undangan. Kedua, syariat tidak mengakui seluruh perundang-undangan
yang menyalahi syariat itu sendiri, bahkan melarang mengikuti peraturan
perundang-undangan tersebut, perundang-undangan itu dipandang batil
serta tidak berlaku untuk selamanya. Ketiga, perundang-undangan yang
bertentangan dengan syariat berarti keluar dari fungsinya, tidak memiliki
tempat dan sama sekali dianggap tidak berlaku.?*

2Abd Al-Qadir ‘Audah, Al-Islam baina Jahl..., him. 35-36.
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2. Hak dan Kewenangan Membentuk Undang-Undang

Bagi ‘Audah, hak serta kewenangan membentuk undang-undang sebagai
turunan dari syariat berada di tangan ulil amri.? Istilah ulil amri pada dasarnya
merujuk kepada makna yang umum, yaitu pemimpin. Cakupan makna ulil amri
adalah pemimpin negara di level atas seperti khalifah atau kepala negara, atau
pada level bawah seperti kepala daerah, termasuk dalam makna ulil amri ialah
khulafa’urrasyidin, atau amir mukminim seperti Abu Bakr, Umar, Usman, dan
Ali radhiallahu’anhum,?® termasuk di dalamnya adalah anggota legislatif (ahl
al-syura atau ahl halli wa al- ‘agdi).?” Dengan begitu, dapat dipahami bahwa
ulil amri adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat
di dalam menyelesaikan persoalan dan termasuk membentuk kebijakan hukum
yang tepat dan maslahat bagi masyarakat.

Menurut Abd Al-Qadir ‘Audah, ulil amri dalam makna legislatif punya
wewenang dalam membentuk regulasi perundang-undangan yang menjelaskan
tentang cara pelaksanaan syariat. Aturan undang-undang pada konteks hukum
modern dikeluarkan oleh departeman dalam batas-batas kewenangannya untuk
melaksanakan kandungan undang-undang.?® Sementara itu di bidang legislatif,
maka aturan undang-undang yang dibuat harus bersifat mengatur, mengawasi,
memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada nas-nas syara’.
Karena itu, bagi Abd Al-Qadir ‘Audah, ulil amri (dalam hal ini ialah lembaga
legislatif) tidak memiliki wewenang dalam membentuk undang-undang secara
mutlak. Ulil amri juga dilarang membentuk undang-undang yang mandiri yang

menyelisihi ketentuan nas syarak.?®

Abd Al-Qadir ‘Audah, Al-Islam baina Jahl..., him. 25,

26 Abdurrhaman Ibn Khaldiin, Mugaddimah /bnu Khaldiin, (Terj: Masturi 1, Abidun Z, dan
Malik S), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), him. 405.

2'Wahbah Al-Zuhaili, Al-Tafsir Al-Munir, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 3,
(Jakarta: Gema Insani Pres, 2012), him. 180: Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adillatuh,
(Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), him. 519.

BAbd Al-Qadir ‘Audah, Al-Islam baina Jahl..., him. 26.
Bpid., him. 27.
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Ulil amri, dalam hal ini legislatif tidak memiliki hak dalam membentuk
dan merumuskan undang-undang secara mutlak. Hak ulil amri membentuk dan
merumuskan hukum sifatnya terbatas dan hanya sedikit saja dari hukum yang
sudah ditegaskan dalam Alquran dan hadis. Alasan keterbatasan ulil amri ini
karena terikat dengan ketentuan Allah dan Rasul, artinya aturan hukum secara
umum sudah ditetapkan dalam Alquran dan hadis, tinggal beberapa bahagian
saja yang perlu dilakukan perumusannnya, yaitu:*

a. Ulil amri hanya membentuk hukum di dalam rangka menerapkan nash-
nash syariat Islam (nushush al-syari’ah al-islamiyyah).

b. Ulil amri juga mengatur permasalahan masyarakat dan memberi layanan
melalui kebijakan hukum, dan memenuhi kebutuhan masyarakat demi
agar terbangun dan berdirinya syariat secara ‘ammah (menyeluruh dan
luas). Di sini, ulil amri juga dapat membentuk ketentuan hukum yang
tidak dijelaskan secara terperinci melalui nas khusus dalam Alquran dan
hadis.>!

3. Proses Pembentukan Undang-Undang

Abd Al-Qadir ‘Audah pada beberapa kesempatan memang tidak setuju
dengan proses pembentukan undang-undang yang umum berlaku di negara-
negara mayoritas muslim dewasa ini, apalagi yang berlaku di wilayah negara
yang liberal. Alasannya karena undang-undang yang diterapkan itu jauh dari
esensial nilai yang dikehendaki syarak. Bagi Abd Al-Qadir ‘Audah, undang-
undang yang dibentuk harus melalui proses tertentu dan memenuhi kaidah-
kaidah dan prinsip syariat.

Menurut Audah dalam proses pembentukan undang-undang dan proses
positivisasi hukum Islam, minimal ada tiga aspek penting yang diperhatikan,

yaitu:

9Abd Al-Qadir ‘Audah, Al-A 'mal Al-Kamilah, (Libanon: Mukhtar Islami, 1994), him. 19.
31Abd Al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ Al-Jina 't Al-Islami Mugaranan bi Al-Qaniin Al-Wad T,
Juz’ 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, 1991), hlm. 232.
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a. Aspek pertama, pembentukan hukum melalui undang-undang dilakukan
harus melalui rumusan yang dibentuk ulil amri. Maksud ulil amri dalam
konteks pembentuk undang-undang dalam pendapat Audah ini bukanlah
sultan atau penguasa sebagaimana berlaku dalam negara-negara modern,
akan tetapi mereka adalah wakil-wakil rakyat dari orang-orang yang ahli
ijtihad dan orang-orang yang selalu mengingat hal dan ihwal umat yang
didelegasikan pada mereka melalui proses pilihan rakyat, melalui proses
musyawarah yang bebas.*? Jadi proses pembentukan undang-undang dan
legislasi hukum menurut ‘Audah dilakukan melalui wakil rakyat, saat ini
disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di tingkat pusat
(DPR RI) atau di tingkat daerah (DPRD). Basis utamanya melekat pada
legislatif (ahl al-syura atau DPR), bukan eksekutif (kepala negara, atau
dalam bahasa yang dipakai ‘Audah disebut sultan atau hukam).

b. Aspek kedua, dalam pembentukan undang-undang, harus dipisahkan di
antara pembentukan undang-undang syar’iyah (syariat yang asalnya dari
Allah Swt dan Rasul Saw) dengan undang-undang atau qanun wadh ‘iyah
(yang dibuat oleh manusia). Artinya, tidak boleh mencampuradukkan di
antara hukum syariat dengan hukum buatan manusia pada pembentukan
undang-undang.

c. Aspek ketiga, bahwa produk undang-undang yang sudah dibentuk, serta
telah dipositivisasi melalui ganun perlu dijamin eksistensinya, karena itu
menurut ‘Audah harus ada lembaga atau dewan khusus fikih dan undang-
undang yang terdiri dari para serjana hukum dengan spesialisasi berbagai
cabang, seperti militer, sosial, ekonomi, hukum pidana, dan lainnnya.*
‘Audah juga menyinggung tentang proses pembentukan undang-undang

ini dilaksanakan melalui kekuasaan legislatif, atau dalam istilah yang ia pakai

$2Abd Al-Qadir ‘Audah, Al-Mausu’ah Al- ‘Ashriyyah fi AI-Figh Al-Jina i Al-1slami, (Kairo:
Markaz Al-Syanhuri Dar Al-Syuruk, 2001), him. 101-102.

%Ibid., him. 102.
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adalah saltah al-tasyri‘iyyah, atau sama dengan ahl al-syura (ahlul halli wa al-
aqdi), semuanya termasuk dalam makna ulil amri di bidang pembentuk undang
undang. Lembaga legislatif memiliki wewenang dalam membentuk ketentuan
undang-undang hanya sebatas hal-hal yang terperinci dan bersifat furu iyyah.
Karena menurut ‘Audah, hukum (syariat Islam) tidak datang dengan teks rinci
yang menunjukkan hukum atas semua bagian.3* Karena teks hukum tidak rinci
maka perinciannya dalam kasus-kasus yang sifatnya faktual dapat diatur dalam
materi undang-undang.

Kekuatan memaksa tentang aturan larangan dan perintah di suatu negara
menurut ‘Audah harus dibentuk dan dirumuskan dalam bentuk undang-undang
yang positif, ada fisik undang-undang atau dalam bahasa yang ia gunakan ialah
jism al-ganun (tubuh undang-undang), yang dibentuk oleh pembentuk undang-
undang yang ada hak dan berkedudukan sebagai legislatif.®> Pendapat ini pada
dasarnya bagian dari argumentasi ‘Audah agar suatu materi hukum yang sudah
dibentuk itu mengikat dan mempunyai kekuatan dalam penerapannya.

Kedudukan lembaga legislatif (salthah tasyri’iyyah) atau ahlu al-syura
sangat penting dalam perumusan undang-undang Islam. Hanya saja, lembaga
legislatif ini menurut ‘Audah harus dipegang oleg orang-orang yang memiliki
kapasitas keilmuan, dan mampu untuk berijtihad dalam membentuk dan jugaa
menggali hukum terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang sifatnya
kasuistik dan baru.

Pembentukan undang-undang sebagaimana telah dijelaskan di atas harus
mengikuti dan bersandarkan kepada syariat Islam. Artinya, materi hukum yang
paling pokok menurut ‘Audah adalah ketentuan syariat yang ditetapkan dalam
Alquran dan sunnah, sekiranya tidak ada perinciannya dalam kedua nas, sebab

keduanya tidak mencakup kasus-kasus yang sifatnya partikular atau juz iyyah,

3 Abd Al-Qadir ‘Audah, Al-Islam wa Audd una Al-Siydsiyyah..., him. 232-233.
BAbd Al-Qadir ‘Audah, Al-Islam wa Audd una Al-Qdaniiniyyah..., him. 32,
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maka hukum yang dibentuk tersebut harus dilaksanakan melalui jalur syura,®
yaitu hasil keputusan musyawarah yang dibentuk melalui proses legislasi oleh
kekuasaan legislatif. Lembaga legislatif (salthah tasyri’iyyah) ialah mitra dari
lembaga eksekutif (salthah tanfiziyyah). Dalam konteks ini, legislatif sebagai
perancang dan penyusun undang-undang eksekutif yang mengeksekusinya dan
yang melaksanakan undang-undang.®’

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa proses dan mekanisme
pembentukan undang-undang menurut Abd al-Qadir Audah dilaksanakan dengan
mekanisme musyawarah. Proses musyawarah ini dilakukan pada saat penyususan
yang dilakukan oleh lembaga legislatif (saltah al-tasyri iyyah). Artinya, lembaga
legislatif yang merupakan representasi wakil rakyat yang terdiri dari orang-orang
yang mempunyai kapasitas keilmuan (terutama bidang hukum) adalah pihak yang
berwenang di dalam menyusun serta membentuk undang-undang, lembaga yang

mengeksekusinya adalah kekuasaan eksekutif (saltah tanfiziyyah).

C. Relevansi Pendapat ‘Abd Al-Qadir ‘Audah dengan Undang-Undang No
12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di
Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan telah dua kali diubah yaitu melalui Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 (selanjutnya ditulisa Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011). Terkait dengan pembentukan undang-undang di
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, uraiannya dapat diklasifikasikan
ke dalam dua aspek penting, yaitu dilihat dari materi hukum yang harus dimuat di
dalam undang-undang selain itu pihak yang mempunyai hak pembentuk undang-

undang. Kedua aspek ini dapat dijelaskan seperti berikut:

%Abd Al-Qadir ‘Audah, Al-Mal wa Al-Huk fi Al-Islam, (Kairo: Mukhtar Al-Islami, 1977),
him. 107.

37Abd Al-Qadir ‘Audah, Al-Islam wa Audd una Al-Siydsiyyah..., him. 232-233.
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1. Materi Hukum

Materi hukum yang dimuat di dalam undang-undang sebagamana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memperhatikan mininal 10 asas

sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 6, yaitu asas pengayoman, kebangsaan,

kemanusiaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan,

kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian

hukum, dan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Semua asas tersebut

telah diperjelas dan diuraikan secara perinci dalam penjelasan pasal demi pasal

seperti berikut:

a.

Pengayoman, maksudnya bahwa materi hukum di dalam undang-undang
harus berfungsi memberi perlindungan dan untuk menciptakan harmoni

dan ketentraman masyarakat.

. Kemanusiaan, bahwa asas ini menunjukkan di mana materi hukum yang

ada dalam undang-undang harus mencerminkan perlindungan dan harus
mencerminkan penghormatan terhadap Hak Asas Manusia (human right)
serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia,
yang dilaksanakan secara proporsional.

Kebangsaan, yaitu asas yang menunjukkan bahwa materi hukum dimuat
dalam undang-undang harus mencerminkan sifat dan watak bagi bangsa

Indonesia yang manjemuk.

. Kekeluargaan, merupakan asas yang mengharuskan materi hukum yang

dimuat dalam undang-undang itu harus mencerminkan musyawarah agar
mencapai mufakat dalam pengambilan setiap keputusan.

Kenusantaraan, merupakan asas yang mengharuskan materi hukum yang
dimuat dalam undang-undang itu harus memperhatikan kepentingan bagi
semua warga negara dan demi kepentingan sistem hukum nasional yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bhinneka tunggal ika merupakan asas yang mengharuskan bahwa materi

hukum yang dimuat dalam undang-undang itu harus memperhatikan dan
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melihat keragaman penduduk agama, suku dan golongan, kondisi khusus
daerah dan budaya.

g. Keadilan, bahwa prinsip yang mengharuskan materi hukum yang dimuat
pada undang-undang harus mencerminkan keadilan secara proporsional
bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, merupakan asas
yang mengharuskan materi hukum yang dimuat di dalam undang-undang
itu harus bersifat equality, artinya tidak boleh memuat hal yang bersifat
membedakan berdasarkan latar belakang agama, suku dan ras, golongan,
gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum, yaitu asas yang mengharuskan materi
hukum yang dimuat dalam undang-undang itu harus dapat mewujudkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum terhadap
semua aspek yang dimuat dalam materi undang-undang.

J. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan merupakan sebuah asas yang
mengharuskan materi hukum yang dimuat dalam undang-undang harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara suatu
kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.
Sepuluh asas di atas menunjukkan bahwa materi hukum yang dirancang

dan dirumuskan dalam undang-undang bersifat bebas, dengan syarat terpenuhi
di dalamnya asas-asas materinya, terutama asas yang menghendaki bahwa isi
dan meterinya disusun berdasarkan kepentingan, kemanfaatan, dan kepastian
hukum bagi masyarakat. Selain itu, ketentuan undang-undang tersebut muncul
harus merujuk kepada kebutuhan, harus pula dilandasi dengan alasan filosofis,
yuridis, dan alasan sosiologis.®® Hal ini menunjukkan bahwa materi hukum di

dalam undang-undang merupakan materi hukum yang bersifat luas sekali dan

38Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunan, Jilid
2, Edisi Revisi, (Depok: Kunisius, 2020), him. 314: Lihat juga di dalam Jimly Asshiddigie, Perihal
Undang-Undang, Cet. 2, (Jakarta: Konstitusi Pres, 2006), him. 169-170.
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ketentuannya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.
2. Pembentuk Undang-Undang dan Tahapan Pembentukannya
Hukum tata negara Indonesia menempatkan bahwa kekuasan legislatif
berfungsi dan berkewenang dalam membentuk undang-undang yang kemudian
disahkan bersama-sama dengan lembaga eksekutif. Hal ini telah dikemukakan
oleh para ahli hukum, bahkan ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011, bahwa lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang, dan
eksekutif sebagai pelaksananya, hal ini sejalan sebagaimana dikemukakan para
ahli hukum Indonesia di antaranya Moh. Mahfud MD,*® Jimly Asshiddigie,*
Miriam Budiardjo,*! dan lainnya. Dengan begitu, pembentuk undang-undang
adalah lembaga legislatif.
Proses pembentukan undang-undang di dalam Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 ini dilaksanakan dengan empat tahapan umum, yaitu tahapan
rancangan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, dan pengesahan. Keempat
tahapan ini diatur dalam pasal-pasal berikut:
a. Tahap perancangan undang-undang diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal
23
b. Tahap penyususan diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51
c. Tahap pembahasan diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71
d. Tahap pengesahan undang-undang diatur dalam Pasal 72 sampai dengan
Pasal 74.
Tahapan-tahapan tersebut ditetapkan dalam mekanisme kemitraan antara

lembaga legislatif dan eksekutif. Artinya baik tahapan perancangan, tahapan

33Moh. Mahfud MD, Islam, Lingkungan Budaya Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan
Indonesia, Jurnal: “Karsa Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman”. Vol. 24, No. 1, (Juni, 2016), hlm.
9-10.

40Jimly Asshiddigie, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Depok: Rajawali Press,
2016), him. 112.

4IMiriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2008), him. 282.
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penyusunan, pembahasan dan tahap pengesahan dilaksanakan bersama antara
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga legislatif dengan Presiden
selaku pemerintah atau eksekutif. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 43
ayat (1): Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.
Pasal 65 ayat (1) mengatur bahwa: Pembahasan rancangan undang-undang
dilakukan oleh DPR bersama presiden atau menteri yang ditugasi. Kemudian
Pasal 72 ayat (1) mengatur: Rancangan undang-undang yang telah disetujui
bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada
Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Minimal dari tiga pasal ini
menunjukkan bahwa natar lembaga legislatif dengan eksekutif memiliki relasi
di dalam pembentukan perundang-undangan, meskipun di dalam perancangan,
penyusunan, pembahasan hingga pengesahannya dilakukan di dalam lembaga
legislatif.

Sekiranya dilihat antara pendapat ‘Abd Al-Qadir ‘Audah terdahulu dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka terdapat beberapa aspek
yang relevan. Relevansi antara keduanya dapat dilihat dari proses pembentukan,
hingga proses pengesahannya dilaksanakan melalui proses musyawarah di antara
berbagai lembaga terkait. Pandangan ‘Abd Al-Qadir ‘Audah juga mengemukakan
bahwa undang-undang yang dibentuk dilaksanakan melalui mekanisme al-syura,
di mana lembaga legislatif (salthah al-tasyri iyyah) merupakan bermitra dengan
lembaga eksekutif (salthah al-tanfiziyyah). Lembaga legislatif yang di dalamnya
terdiri dari ahl al-syura merancang dan membentuk undang-undang. Hal ini juga
relevan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di mana pihak
yang berposisi sebagai pembentuk undang-undang adalah lembaga legislatif, dan
pembahasannya pun dilaksanakan di DPR.

Hanya saja, terdapat perbedaan mendasar dalam hal materi hukum dimuat
di dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 dengan pandangan ‘Abd Al-Qadir ‘Audah. Menurut pandapat ‘Abd
Al-Qadir ‘Audah, salthah tasyri’iyyah yang di dalamnya berisi ahl al-syura tidak
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memiliki kewenangan mutlak dalam membentuk materi hukum. Materi hukum di
dalam undang-undang harus terikat dengan dan dibatasi oleh ketentuan yang ada
di dalam Alguran dan hadis sebagai syariat pokok. Karena itu tidak ada kebebasan
bagi anggota pembentuk undang-undang dalam menyimpangi apa yang terdapat
dalam nas. Hal ini berbeda dengan ketentuan undang-undang yang diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana materi hukumnya sepenuhnya
menjadi wewenang mutlak dari pembentuk hukum, rancangan isinya disusun dan
dibentuk sedemikian rupa yang tidak terikat dengan kitab suci Alquran dan hadis.
Poin penting dalam pembentukan materi undang-undang dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 adalah harus memenuhi asas-asas hukum, milsanya prinsip
dan asas pengayoman, kesetaraan, kepastian hukum, keadilan, kenusataraan, dan
asas-asas lainnya yang tercakup dalam 10 asas sebagaimana diatur dalam Pasal 6
sebelumnya. Selain itu, batasan dalam merumuskan materi hukum dalam undang-

undang adalah harus berbasis kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembentukan undang-undang atau ganun menurut ‘Abd Al-Qadir ‘Audah
dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah. Musyawarah ini dilakukan
pada saat penyusunan materi undang-undang yang dilakukan oleh lembaga
legislatif (salthah tasyri’iyyah). Legislatif atau ulil amri tidak mempunyai
kewenangan mutlak dalam menyusun materi undang-undang, karena metari
pokoknya sudah ditetapkan di dalam Alquran dan hadis. Legislatif membuat
aturan-aturan yang rinci, materi hukum yang bersifat kasuistik yang belum
ada aturannya dalam syariat Islam. ‘Abd Al-Qadir ‘Audah juga menjelaskan
bahwa undang-undang dibentuk berdasarkan tiga landasan, yaitu landasan
filosofis berupa upaya agar bisa mewujudkan kemaslahatan umat, landasan
sosiologis berupa upaya menyerap tradisi serta budaya hukum masyarakat,
serta landasan yuridis-normatif yang berupaya dalam menginternalisasikan
nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran dan hadis.

2. Pandangan ‘Abd Al-Qadir ‘Audah memiliki relevansi dengan pembentukan
undang-undang yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011. Relevansi di antara keduanya dapat dilihat dari proses pembentukan,
hingga proses pengesahannya, yaitu dilakukan melalui proses musyawarah
di antara berbagai lembaga terkait. Menurut ‘Abd Al-Qadir ‘Audah menilai
bahwa undang-undang yang sudah dirumuskan harus dilaksanakan melalui
mekanisme al-syura, yang mana lembaga legislatif (salthah al-tasyri iyyah)
merupakan bermitra dengan lembaga eksekutif (saltah tanfiziyyah). Hal ini
relevan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di mana
pihak pembentuk undang-undang ialah lembaga legislatif, pembahasannya
pun dilaksanakan di DPR sebagai pembentuk undang-undang. Akan tetapi,
terdapat perbedaan mendasar dalam hal materi hukumnya. Menurut ‘Abd
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Al-Qadir ‘Audah, salthah tasyri’iyyah yang di dalamnya berisi ahl al-syura
tidak mempunyai kewenangan mutlak di dalam membentuk materi hukum.
Materi hukum dalam undang-undang harus terikat dengan dan dibatasi oleh
ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan hadis sebagai syariat pokoknya.
Lembaga legislatif (salta/ tasyri’iyah) tidak boleh menyimpangi ketentuan
nas. Hal ini berbeda dengan ketentuan undang-undang yang diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

B. Saran

1. Lembaga legislatif bersama-sama dengan lembaga eksekutif di Indonesia
agar menyerap sepenuhnya aspirasi masyarakat dalam membentuk undang-
undang. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi fungsi undang-undang itu
sendiri, yaitu untuk mengatur masyarakat dan memberikan layanan dan juga
kemaslahatan umum.

2. Perlu ada kajian lainnya dalam bentuk perbandingan pemikiran ahli hukum
Islam dengan ahli hukum Barat tentang pembentukan undang-undang. Di
samping itu, perlu ada kajian lanjutan mengenai pola-pola penalaran yang
digunakan oleh Abdul Qadir Audah, berikut dengan telaah terhadap metode
yang digunakannya dalam menggali hukum pembentukan undang-undang.
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